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ABSTRAK

Memmu Paso! 57 ayal (2) UU No. 23 cahun 1992 tentang Kesehatan,
Rumah Sakn di dalam menjalankan kegiatannya berupa pelayanan kesehatan
horus memperhatikan jungsi sosial. Di dalam Pasol J butir 2 Peruturan
Menteri Kesehacan No378/Menkes/PerlV/1993 tentang Pelaksanoan Fungsi
Sostal Rumah Sakit Swasta. dtselnskan bahwa Fungsi sosial Ruman Saki!
swasta ada/ah bagian dari tanggung jawab yang melekat pada setiap rumah
sakit, yang merupakan ikaton moral dan euk dari rumah sakit dolam mernbantu
pasien khususnya yang kurangltidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan
pelayanan kesehatan. Namun do/am kenyataannya seringkali warga miskin
ditolok berobat oleh rumah sakit, di rumah saktt manapun prosedur menerima
pasien rawat inap hampir serupa. Keluarga dtharuskan membayar uang jaminan.

'Uutuk uu dilakukon penelltian dengan identlfikosi masalah sebagai
berikut: Bagaimana Kebijakan Pemerifah dalam mengatur pelaksanaan fungsi
Sosial Rumoh Sakit Swasta ? Dan bagaimana peloksonaksanaan lungsi sosiol
RumahSakit Swasta Ji KOla Bandung ?

Peneltian dilakukan dengan menggunakan metoda penelitian sebagai
bertkut : Sifa! Penelitian, deskriptif analitis dan pendekotan yuridis normatif
Teknik Pemilihan Sampel menggunakan Stratified Random Sampling dan cluster.
Teknik Pengumpulan Data dtlokukan melalui studi kepustakaan dan studi
lapangan Lokasi Penelitian, Rumah Sakit Swasta di kota Bandung. Teknik
Analtsis data adolah analisiskuatitatif

Dart hasil pene1itian dapat dislmpulkan bohwa Kebifakan tentang
Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta dibuat oleh Direksorcu
Pelayaran Medis Departemen Kesehaton RJ mela1ui peraturan - peranaan yang
dikeiuarkannya. Depkes Propinsi Iawa Barat hanya melakukan fungsi monitoring
dan Evaluasi {Monev ). Pemerintah tidak:memberikan rewardkepada RSSwasta
yang melaksanakan rungs; sosial Rumah Saku. Rwnah Sakit Swasta yang tidak
melaksanakanlungsi sosial dtbertkon scnksi datam bentuk: teguran. Peioksanaan
Fungsi Sosial Rumah sakit Swasta juga tidak menjadi instrumen Akreditasi
Rumah Sakit Swasta. Umumnya Rumah saku swasta dt kota Bandung telah
melaksanakan lungs; sosial rumah sakit sesuai dengan ketentuan Pasul 2
Permenkes R1 No. 378 tahun 1993. yaitlJ menyediakan sejumlah tertentu cempat
tidur untuk: perawatan kelas Ill/kelas terendah, pembebasan -biaya pelayanan
kesehatan bags masyarakat yang tidak mampu. pengaturan tarifpelayanan yang
memberikan keringanan bagi masyarakat yang kurang mompu. dan pelayanan
darurat dalam U jam tanpa -mempersyaratkan uang muka, tetapi mengtsamakan
pelayanan: Namun masth ada Rumah Sakit Umwn Swasta yang menyedi.:J.kan
tempat (jdur ke/as111 / ke1as rendah dl fJ.-:"rCih yang ditenluJcan.

iv



DAI'TARISI

Hal

LEMBAR PERSETUWAN PENELAAH ii
KATA PENGANTAR iii
ABSTRAK IV

DAfTAR lSI V

DAFTAR LAMPIRAN vi
PERSONALIA PENELITl... . Vll

BABI

BAB II

BABIII

BABIV

BABV

: PENDAIIL'LUAN
A. Latar Belakang I
B. Permasalahan . 3
C. Tujuan Penelitian ~ : ~' .4
D. Kontribusi Penelitian _ __ ___ .__ 4
E. Kerangka Teori _ _ 4
F. Metode Penelitian __ .. __ 10

ASPEK..ASPEK HUKUM PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT SWASTA
A Timbulnya hubungan hukum dalam pelayanan medik 13
D. Rumah sakit sebagai badan usaha pelayanan kesehatan 22
C. Fungsi Sosial Rumah sakir Swasta 26

KEBIJAJ~A'! Df,NPELAKSANAAN RUMAH SAKIT SWASTA
DIKOTABANDUNG
A Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi sosial

RS Swasta 30
B. Profil Rumah Saki! Swasta di Kola Bandung .3 I
C. Pelaksanaan fungsi sosial RS Swasta di Kola Bandung 36

ANALISA KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAK RUMAH SAKIT
SWASTA DIKOTABANDUNG
A Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan fungsi sosial

RS Swasta 46
B. Pelaksanaan fungsi sosial RS Swasra diKota Bandung _A7

PENUTUP .
A. Simpulan 52
B. Saran 52

DAFTARPUSTAKA viii
LAMPIRAN

y



DAPTAR LAMPmAN

Dafter Rumah Sakit Swasta se di Propinsi Sawn Berat

Kuesioner Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta

Company Profil Rumah Sakit Al Islam

Daftar TarifRumah sakit Muhamadiyyah

VJ



KetU<L

Nama

1abatan

Pangkar

Anggcta I:

Nama

Jabatan

Pangkat

Anggota II:

Nama

Jabatan

Pangkar

Anggora IH

Jabaran

Pangkat

Tim Peneliti

: Neni Sri Imaniyati , SH.,MH

: Lektor Kepala

; Penata / IV B

Diana Wiyanti, S.H.,M.H

Lektor Kepala

: Penata/ III D

: Una Jamilah, SH,rviH

: Lektor Kepala

: Penata/ lV B

. Sri Ratna Suminar, SH.,MH

: Lektor

: Penara Muda / IU C



"

;
."

BADI

PENDAHULUAN

A.Latar Belakaug

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, tidak

merumuskan pengertian pelayanan kesehatan. Pasal 1 ayat (2) hanya

memberikan rumnsan pengertian mengenai upaya kesehatan, "npaya kesehatan

adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan' meningkatkan kesehatan yang .

dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat"

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan baik oIeb pemerintah maupun

peran serta masyarakat hams mengindahkan prinsip kemanusiaan dan kepatutan.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dapat berupa sarona pelayanan

kesehatan. Penyelenggaraan pe1ayanan kesehatan merupakan tanggung jawab

pemerintah dan rnasyarakat. Yang dimaksud dengan sarana pelayanan kesehatan

adalah sarana pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah

maupun masyarakat. Sarana pelayanan kesehatan yangakan disoroti adalah rumah

saki! karena rumah sakit mempunyai sifat dan karakteristik sebagai organisasi

yang sangat kompleks dan dapat mempunyai berbagai fungsi.

Pasal 57 ayat (2) UU No. 23 Tahun ]992 tentang kesehatan.menyatakan

bahwa Rumah sakit didalam menjalankan kegiatannya berupa pelayanan"

kesehatan hams tetap memperhatikan fungsi sosial, yang diamaksud dengan

fungsi sosial adaIah upaya pelayanan kesehatan yang ~engu~amakan upaya

pelayanan bagi masyarakar, dan tidak mengambil keuntungan secara komersial

Selanjutnya PasaI 6 ayat (I) Peraturan Menteri Kesehaton Ri. No.

5231Men.KeslPer1XU1982 tantang upaya pelayanan medik swasta, menyatakan

bahwa "Pelayanan medik swasta khususnya yang dilenggkapi dengan sarana

rawat tinggal hat....us menyediakan sekurang-kurangnya 25% dari jumlah tempat

tidur yang ada, bagi pelayanan rawat tinggal penderita yang kurang dan tidak

mampu -.

Keteriibatan pihak swasta tersebut tidak dimaksudkan untuk

memperkaya diri melainkan sebagai salah sate upaya untuk melindungi

j



masyarakat terhadap penyakit dan keseharan. Di Indonesia rumah sakit-rumah

sakit swasta berbentuk yayasan atau perkumpulan yang dulu tidak pemah

memikirkan masalah untung rugi karena semata-mata didirikan untuk

kepentingan sosial dan kemanusiaan (non profit / nirlaba). Saat ini

Rumah Sakit Swasta terpaksa barus berubah menjadi salah satu kegiatan

sosio-ekoncmi. Hal itu berarti bahwa rumah sakit tersebut dikelola secara

ekonomis agar dapat bertahan, tetapi tidak meninggalkan fungsi sosialnya

Rumah sakit swasta yang dike/ala olch yayasan dan perkumpulan

adalah badan hukum yang bersifat nirlaba, sehingga asurnsinya rumah sakit

swasta tersebut . tidak dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang

menjalankan perusahaan atau organisasi bisnis. Di sisi Jain, secera objektif

seluruh proses pelayanan keseharan di tumah sakit ruemerlukan biaya tinggi.

Oleh 'karena iru, rumah sakit hams berusaha meningkatkan pendapatan agar

dapat menutup biaya operasionalnya. Pendapatan ini terutama berasal dari

para pengguna yang menikmati jasa pelayanan kesehatan rumah sakit, karena

tanpa dana atau modal rumah sakit swasta tidal mampu survive" Adapun yang

perlu digarisbawahi adalah lembaga nirlabe, bukan berarti rumah sakit harus

merugi, namun surplus yang diperoleh dapat digunakan untuk fungsi sosial

rumah sakit. Sehubungan dengan kondisi tersebut, sampai saar ini kesehatan

masih dipaadang sebagai suatu yang saat mahal terutama di nunah sakit

swasta. I

Fungsr sosial rumah sakit belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh

rumah sakit swasta di Indonesia, beberapa contohnya antara lain:

" Warga miskin ditolak berobat oleh rumah sokit, di rumah sokit
manapun prosedur menerima pasien rawat inap hampir serupa.
Keluarga diharuskan membayar uang jaminan, pada umumnya
diminta lima sampai sepuluh kali tarif haria>'! kcmar perawatan.
Perubahan sistem agaknya harus diberlakukan karena bobot orientast
juga sudah bergeser yaitu-lebih mengutamokan profit dori pada
layanan sosial. Terbuktt sejumlah rumah sakit pemerintah di
BUAfNkan dengan dalih agar pelayanan lebih boik: Seruan
pemerintah agar rumah sakit tidok menolok pasien gakin (keluarga
miskin ) sampai han" irti perlu dibuknkan kebenarannya. Bagi pthak:
rumah saktt, seruan tersebut ttdok realtstts karena dana penggamtan
abat memang sidok: pemah jelas. Begitu pula proses dan persyaratan

l Jumal hw.:11I11, Peranan Hnkum dalam prilJaik kedokreran, volume 23- 110.2 ,2004, hlm25
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untuk mendapaJkan kartu miskin ttdak: realtstis, setelah memiliki
kartupun tidak adajaminan kemudahan berobat.1

Sehubungan dengan kenyataan tersebut di .atas, maka timbul dilema

dalam pelayanan medik, di satu pihak pemerintah hams menghargai berbagai

upaya yang dilakukan dan bennanfaat bagi masyarakat. Dan di pihak lain

hatus memberi kesernparan bagi terlaksananya konscp meucari laba. Akhimya

timbal berbagai peailaian dan argumeutasi sehingga campur tangan dan

pengendalian oleh pemerintah melalui peraturan hukum sangat dibntuhkan.

Apalagi arah dan kebijaksanaan pembangunan di bidang hukum ditujukan

untuk menetapkan dan .mengamaukan pelaksanaan pembangunan dan

hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota

masyarakat dapat rnenikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih

memberikan dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk

mencapai kemakmuran yang adil dan merataserta rnenurnbuhkan dan

mengernbangkan disiplin nasional dan rasa ranggung jawab sosial pada setiap

anggota masyarakat. Di samping itu hlLl"UID harus benar-benar meejadi

pengayom masyarakat, memberi rasa aman dam tenteram, menciptakan

Iingkungan dan iklim yang mendorong kreanvitas dan partisipasi masyarakat

dalam pembangunan serta mendukung stabiliras nasional yang sehat dan

dinamis.3

B.Pt:rmasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian yang rclah diuraikan di alas, maka

perlu dilakukan penelitin tentang kebijakan dan pelaksanaan fungsi sosial

Rumah Sakit Swasta. Mengingat luasnya ruang Iingkup kajian tersebut di atas,

pennasalahan yang akan dikaji dalam penelitian iuicic arasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pcmeritah dalam Mengarur Pelaksanaan Fungai

Sosial Rumah S&Jt Swasta ?

1. Bagaimana Pelaksanaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta di

Kota Bandung ?

l Harian PesKota, 30nnOll5
3 op.at., him 4
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c. Tujuan Penelitian

Penelitian i.o.i dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

1. Kebijakan Pemeritah dalam Mengarur Pelaksanaan Fungsi Sosial

RumahSakit Swasta.

2. Pelaksanaksanaan Fungsi Scsiai Rumah Sakit Swasta di Kota

Bandung.

DiKontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memocrikan kontribusi dalam dua hal, yaitu :

l.Dalam bidang keilmuan

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan

ilmu hukum, khususnya ilmu hukum kesehatan, Iebih khususnya hukum

kedokteran.. Selain itu pcnelitian ini diharapkan pula dapat membuka jalan

bagi penelitian-penelitian berikutnya di bidang ilmu hukum kedokteran. Hal

ini diperlukan karena sebagai suatu insritusi yang relatif barn herkembang di

Indonesia masih sangat diperlukan kajian-kajian mengenai hukum

kedokteran dari berbagai aspek, terutama aspek hukum yang saat iru

dirasakan masih beLum memadai. Dan penelitian ini pula diharapkan muncul

teori-teori hukwn yang sesnai dengaa pengembangan sistem hukum

kedokteran.

j.Kegunaan praktis.

Diharapkan penelitian ini dapat rnernberikan masukan kepada rumah sakit

sehingga rumah sakit mampu menemukan bentuk dan model yang terbaik

untuk melaksanakan fungsi sosialnya.

E. Kerangka Teori

3. Pengertian Rumah Sakit

Pengertian rumah sakit di Indonesia dapat ditelusuri melalui peraturan

perundang-undangan yang ada. Pasal ] Permenkes Rl No. 159b Taboo 1988

tentang Rumah Sakit meuyatakan bahwa :

" Rumah soh1 adalah sarona upaya kesehatan, diantaranya
meliputi me:ye/enggarakan ':":giafan pelayanan kesehatan,
serta dapat dimarfaatkan umukpendidikan tenaga kesehatan
dan peneltttan. "

4



Dalam rangka penyelenggaraan kegiatatmya, berdasarkan Pasal 3

PennenkesRl No. 159b Tabun 1988, rumab sakit dapat diselenggarakan dan

dimiliki oIeh pemerintah atau swasta. Rumah sakit pemcrintah dapar dinuliki

dan diselenggarakan oleh Departemen Keseharan, Pemerintah Daerah, ABRI,

dan Badan Usaha 1\1iUk Negara (BCMN ). Rumah sakit swasta dimiliki dan

diselenggarakan oleh yayasan dan badan hukum lain yang bersifat sosial, yaitu

perkumpulan."

Pasal I Peraruran Menteri Kcschatan Nu. 3781 MenkesiPerIV1l993

Tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rurnah Sakit Swasta, menyatakan :

-" Rumoh sakit .>Wasta adalah rumah saki! yang
diselenggorakan dan a/au dikelola oleh yayasan otau
perkumputan sosial yang berberauk Badon Hukum dan
Bocian Hukum lain, serta rumah saki! BUMNyang melayant
umum. "

Pengertian Rurnah Sakit Umurn, yaitu :

" rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua

jerus penyakit dan yang bersifat daser sampai dengan

subspesialistik."

Rumah sakit khusus hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan

berdasarkanjenis penyakir tertentu atau disipiin ilmu tertentu.'

Rumah sakit sebagai selah sam subsistem peJayanan kesehatan

menyeienggarakan dua jenis pelnyanan unruk masyarakat yaitu peiayanan

kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kcsehatan mencakup

pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan

peJayanan perawatan. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gewat

darurar, unit rawarjalau dan unitrawat map. Pelayanan rumeh sakit kemudian

bergeser karcoa kemajuan ilmu pengetahuan khususnya teknologi kedokteran,

peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pelayan keschatan di RS

saar ini tidak saja bersifat kuratif ( penyembuhan ) tetapi juga bersifar

pemulihan ( rehabllttatif i. Keduanya dilaksanakan secare terpadu rnelalui

upaya promosi kesehatan ( promo/if) dan pencegahan ( preventjf). Dengan

denikian, sasaran pelayanan kesehatan RS bukan hanya untuk individu

4 Jumal hukum, op.cil, hlm.26
~ fred Ameln, KapilQ SelekJa H~/kumKedoaerana, Grafikatarna Ja:ia,h1m.69
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pasien, tetapi juga berkembang tmtuk kelnarga pasien dan masyarakat umum.

Fokus perhatiannya memang pasien yang datang atau yang dirawat sebagai

individu dan bagian dart kelnarga. Alas dasar sikap seperti itu, pelayanan

kesehatan di RS merupakan pelayanan kesehatan yang paripuma

(komprehensifdan holistic ).6

Pelayanan RS di Indonesia saat ini sudah bersifat padat modal, padat

karya,dan padat teknologi dalam menghadapi persaingan globaL Dalam hal

rujukan medik, RS juga diandalkan untuk mcmberikaa pengayoman medik (

pusat rujukan ) untuk pusat-pusat pelayanau yang ada di wilayah kerjanya.

.Sifat pengayoman sangat erat kairannyadengan klasifikasiB.S.7

Klasifikasi rumah sakit mennrut Permenkes RS Umum No.

1598IMeukeslIVI988 dan Permenkes RS Swasta No. 860B/SKlX1V1987,

adalah sebagai berikut :

1.Klasifikasi Rumah Sakit Umum Pemerintah.

a. Kelas A yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan rnedik

spesialistik luas.

b. Kelas B.II yang mempunyai fasiliras dan kemampuan pelayanan medik

spesialistik.luas dan subspesialistik terbatas.

c. Kelas RI yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelavanan medik

spesialistik sekurang-kurangnya 11 spesialisuk

d. Kelas C yang mempunyai fasiliras dan kemampuan pelayanan medik

spesilaistik sekurang kurangnya spesialisrik empat dasar lengkap.

e. Kelas D yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang

kurangnya pelayanan medik dasar.

2. Klasifikasi Rumah sakit Umurn Swasta

a. Rumah Sakit Umum Swasta Prate.r-a, yang memberikan pelayanan

medik bersifat urnum.

b. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yaug mcmberikan pelayanan

medik yang bersifat umum dan spesialistik dalam empet cabeng.

c. Rumah Sakit Umum Utama, yang memberikan pclayanan umum

medik bersifat umum, spesialistik dan subspesialistik.

6 A.A. Ode Muninjaya, Monajemen Keseharan E'!;~! zpenerbit Buku Kedokteran, 2004, him
220

7 ibid.



1.

a

b.

c.

d.

e.

2.

3.

Hubungan yang timbul dati tiap-tiap kelas klasifikasi tcrsebut dalam

pemberian peJayanan kepada pasien, melalui rujukan upaya kesehetan.

Rujukan upaya kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang

mengarur pelimpahan tanggung jawab secara timbal batik mengenai masalah

kesehatan, baik seeara vertikal maupun horizontal.

Fungsi Rumah Sakit

Bcrdasarken Perm cnkes No. 159bfMen.Kes/Per/I1/1998, rurnah sakit berfungsi

untuk :

Menyediakan dan menyelenggarakan :

Pelayanan mcdik

Pelayanan penunjang medik .

Pelayanan perawatan

Pelayanan rehabilitasi

Pencegahan dan peningkatan keseharan.

Temper pendidikan dan atau larihan tenaga medik dan para medik.

Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang

kesehatan.

Berdasarkan fungsi tersebut, rumah soot dalam memberikan pelayanan

kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan klasifikasi rumeh

sakit Jenis tenaga kesehatan yang ada dapat dibagi etas ;

a.Tcnaga kesehatan Saljaoa:

Dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, sarjana perawat, dan

lain-lain.

b.Tenaga kesehatan bukan saijenn :

Perawat, ahli gizi, asisten apoteker.dan lain-lain.

b. Fungsi Sosial Rumah Sakit

Menurut Pasal 57 ayat (2) UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, rumah

soot di dalam menjalankan kegiatsnnya berupa pclayanan kesehatan barns tetap

memperhatikan fungsi sosial.

OJ dalam Pasal 1 butir 2 Peraruren Menteri Kesehatan

No.37BlMcnl.;:-eslPerNI1993 tentang Pelaksanaan Fungsi Scsial Rumah Soot

Swasta., disebutkan bahwa:
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.. Fungsi sosiaJ rumah sakit swasta adalah bagian dart
tanggung jawab yang melekat pada settap rumah saktt, yang
mempakan tkatan moral dan erik dart rumah sakit dalam
membanlu pasien khususnya yang kurangltidak mampu untuk
mememihi kebunhon akan pelayanan kesehatan. "

Butir 3, menyatakan :

Gotongan mosyarakat yang kurang mampu adalah
masyarokkat yang penghasilannya hanya rukup untuk
memenuht kebutuhan dasar minimal. "

Menurut Pasal 2 ayat 0) Permenkes No, 378lMenkeslPerNl1993,

pelaksanaan fungsisosial rumah sakit swasta adalah sebagai berfkut :

a. Disediakannya dan digunakannya sejumlah tertentu dati tempat tidur untuk

pcrawatan kelas III!kelas terendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kcsehatan bagi masyarakat yang tidak mampu.

c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang membcrikan kerfnganan bagi

masyarakat yang kurmg mampu.

d. Pelayanan Gawat darurat dalam 24jam tanpa mempersyararkan uang rnuka,

tetapi mengutamakan pelayanan.

e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pem....rintah

dalam bidang kcschetan.

f. Keikutsertaan dalcm penanggulengan bcncana alam nasional ataupun lokal

dan melakukan baktisosial,sejalan dengan misi kemanusiaannya.

c. Badan Hukum Rumah Sakit,

Rumah sakit sebagai salah saru bentuk sarana keseharan, di dalamnya

terdapet tenaga profesional yang melakukan kegiatannya seyogyanya diberi wadah

baden hukum. Dalarn lalu lietas perhubungan t.ukum anrara rumah sakit dengan

pasien sebagai anggota masyarakat clan sebagai sistem sosial, nunah sakit

merupakan organ yang mempunyai kemandirien untuk melakukan perhubungan

perhubungan hukum denganpenuh tanggung jawab. Dalam hal demikien ini rumah

sakit bukan merupakan U persoon " yang terdiri dan manusia ( sebagai natuurlijk

persoon ), tuelainkan rumahsakit diberi kedudnkan bukum sebagai " persoon "

lain. Oleb karena ito Rumeh sakit merupakan " rechtspersoon", Hukumlah yang

8



telah menjadikan rumah sakit sebagai ....rechtspersoon " dan karena itu pula rumeh

sakit dibebani hak dan kewajiban meuuruthukum.g

Sccara singkat diberikan status sebagai "pereoon" kepeda rumah sakit swasra

oleh hukum sehingga berfungsi sebagai badan hukum ( "rechtspersoon" ). Unruk

rumah sakit swasta umumnya dituangkan dalam scbuah ekta pendirian yayasan."

Dalam kaitanrrya dengan rumah sakit, bila diberi benruk wadah hukum

yeyasan, maka organ yang mengclola nunah sakir itu adalah pengurus yang untuk

pertama kalinya ditunjuk dan ditentukan cleh pendiri yayasan tersebut. Organ yang

dikelola pengurus yayasan ini biasanya terdiri dari orang-orang yang untuk pertama

kalinya mcncetuskan ide pendinan sebnan rumah sakit, dan dfbeberapa rumah sakir

- swasta mer upakan organ yang mempunyai kewenangan tertinggi.lo

d.Hubungan Hukum AntaraRumab Sakit dcngan Pasien.

Hubungan pasien dan rumah sekit adalah juga hnbungan antara eubyek

hukurn dan subyek hukum. Diatur oleh kaidah-kaideh Hukum Perdata dan

memenuhi hubungan yang mengatur tentang hal. dan kewajiban para pihak

Pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan J urnah sakit sebagai

pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatae kesehatan. Terdapat

hubungan yang diann oleh perjanjian I kontrak. Rumah sakit berkewajiban uaruk

rnemberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran/standar perawatan

kcsehatan. Padarumah sakit yang mempuayai "dokter in ", maka rnmah sekit selain

menawarkan jasa pcrawatau kesehatan juga jasa pelayanan kesehatan " dokter in ",

Pada rumah sekit yaug tidak mempurryai "dckter In ", hanya "dokter out ", maka

anrara pasien deugan nunah sakit terdapar sebnah perjanjian dan antara pasien dan

dokter terdapat sebuah perjanjian pula. I I

d.Tugas dan tanggungjawab pemerfntah

Dalam hnbungannya dengan hak asasi mauusia, persoaian mengenai kesehatan

in! di negara kita diatur dalam CU No. 23 Tahun 1992 tentaag keschetan, Pasal 4

menyatakan ;

«H~en Hadiati, Hukum lIntukFemmaJu-akitan,CilIa ariiryaBakti, Bandung,2002.hJm 89
9 ibid, hlm.90
Jo ibid
Il Wila Chadrawil11, H ••/nJ.mK«JolJl!ran, Mandar Maju,Bandung, 2001,hlml O
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"Setiap orang mempunyai hak yang same dalam memperoIeh

derajat kesehatan yangoptimal «

Sehubungan dengan bak atas kesehatan tersebut yang hams dimiliki oleh

setiap orang, negara memberi jaminan untuk mewujudkannya. Jaminan ini anrara

lain diatur dalarn Bab IV muIai pasai 6 sampai Pasal 9 UU No. 23 Tahun 1992

tentang kesehatan pada bagian togas dan tanggungjawab pemerintah. Pasal 9 juga

menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat

kesehatan masyarakar.P

F. Metode Penelitian

I. Sifat Penclitian

Penelitian ini bcrsifar deskriptif yaitu untuk meneari data seteliti

mungkin dan secara lengkap karakterisrik tentang suatu keadaan atau gejala

gejala yang dapat rnembantu mempcrkuat teori lama untuk membangun teori

barn mengenai Hukum Kesehatan terutama tentang Hukum Kedokteran.

PeneJitian un menggunakan bantuan paradigma ilmu scsial

positivisme. Menurut pararfigma positisistis, konsep utarna yang

dikcmbangkan adalah konsep bebas rrilai, memisahkan dengan nilai dan

bersifat impersonal. Pengetahuau dieiptakan nrelalui observasi empirie yang

dapat diuji secara ketal. Data disebut objektif jika dapat diuji dengau model 

model teori yang sudah ada. Semua kegiatan pengumpulan data,

penyempurnaan data, koreIasi data, hipotesa dan pengembangan model-model

penelitiannya diarahkan untuk rnenguji teori yang didasarkan pada logika

logika tersruktur sccara ketat. Menurut paradigrna positivisme peran peneliti

pada umumnya selalu berusehamecempatkan diri sebagaipeneliti yang secara

subjektif harus berada di lue- proses-proses sosial. Schiugga peneliri dapat

menangkap isu-isu penting dalam masyarakat. Tugas ilmuwan adalah

mendeskripsikan den menjclaskan fakta dan tidak mencampuri apa yang

seharusnya dilakukan.13

11 Abdul wahabBakri, Copita SeteaaHukumMedik, Fakultas Hu}."UJl1 Unisba, Bandung,
]998, hlm S

I~ F.X.Adj:Samekto, Studi hukum Kritis ; Krilik terhadap Hukum Modem; Baden Penerbit
Universitas Diponegoro, Semar;m.l;.2003, hIm.60
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,
2. Pendekatan

Pcnelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif khususnya

untuk meneliti inventarisasi hukum dan asas-asas hukum tentang fungsi sosial

rumah sekit swasta. Sesuai dengan pendekatan yuridis uormatif penelitian

diutamakan pada data sekunder yang dilakukan melalui kepustakaan ( Library

reseoclis. Data primer berupa hasil penelitian iapangan (jield research )

digunakan untuk menduknng data pustaka.

3. Teknik Pemifiban Sampel

Dalam penelitian ini reknik pemilihan sampcl meuggunakan Stratified

Random Sampling. Di dalem stratified random sampling, suatu populasi yang

bcranggctakan N unit atau N anggota, dibagi Iebih dahuiu alas beberapa sub

populasi. Sub populasi tidak boleh overlapping. Masiag-masing sub populasi

tersebnt dinarnakan stratum. Stratified random sampling dilekukan dengan

earn menklasifikasikan 'seluruh Rumah Sakit yang ada di kota Bandung

berdaserkan bentuk pelayanan yang diberikannya, masa bcrdirinya, bentuk

badan bukum penyelenggaranya, dan klasfikasi berdasarkan Pennnkes dan

cluster ( lokasi ).

Serelah dilakukan stratifikasi dan clusterisasi, dilakukan penentuan

sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sekeiompok

subyek didasarkan atas sifat-srfat tertenru yang dipandang mempnnyai sangkut

pact yang erar dengan ciri-cui atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui

sebclumnya untuk mencaoai tujuan tenenro." Penelirian illi dilakukan ke

Rumah Sakit-Rumah Salo't Swestavang ada di kotaBandung.

4. Teknik Pengumpulan Da.ta

Scsuai dengau penclekatan penelitian yuridis normatif yang merupakan

penelitian hukum kt[Justakaanl5 data dipercleh dan data sekunder, rnaka

pengmnpulan data dilakukan dengan rnenggunakan teknik sebagai bcrikut :

a Studi dokumen dan studi kepustakaan (Library Research)

J) Soesjcno goekanro, Penetuia.: '::/.h·~ l','iJrrMrtf: SuaruTinj31lJl'l Singket, Raja Grcfmdo
Persada, Jakarta, 1995, hlm.23
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•,

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa : bahan

hukum primer, baban hukumsektmderdan baban hukum tertier.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Untuk mencari data guna mendukung dan rnenunjang data sekunder

yang telah diperoJeh pada studi dokumen dan kepustakaan, diperlukan

studi Iapangan ke Rumeb Saxit-Rumah Sakit Swasta yang berada di

kota Bandung,untuk mengetehui pelaksenaan Fungsi Sosial di Rumah

Sakit Swasta di Kota Bandung. Selain itu dilakukan penelitian ke

Dcpartemen Kesehatan Propinsi Jawa Barat. Penelitian terhadap

Rumah Sakit Swasta digunakan alar berupa kuesioner. Penelitian

terhadap pejabat Depkes dilakukan melalui wawancara.

5.Lokasi Penefitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan lokasi penelitian di Rumah Snkit

Swasta di kota Bandung

6 TeknikAnafisis data

Setelah data terhimpun baik data sekunder hasil ",tudi kepustakaan,

maupun data printer basil studi lapangan yang diperoleh secera Iangsung,

semua data tersebut ciiolah dan diklasifikasikan untuk diteliti data mana yang

rel evan dengan penelitian Ini, data mana yang betul-betul akurat dan dapat

dipertanggung jawabkan scrta data mana yang diragukan sehingga hams

diabaikan. Selanjutnya data tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan

permasalahanpenelitian untuk dianalisis.

Sebagai 3U3m pcnelitian aukum nonnatif, yang mempergunakan data

sekunder dan penelitiannya pada urnumnya bersifat deskriptif <ian eksploratif

analisis dilakukan seem. kualitatif Dalam anaIisis kualitatif penerapan pola

pcnclitian dapat iebih bebas, dan Icbih menekankan p.ada segi abstraksi. 16

16 SutjiplO,Bahan Penatsran daa Lokake-ya : Menyimakulangyenelitian Hukum
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BABn

Aspck-Aspek Hukum Pelayaaan Kesehatan pada Rumah Sakit

A. Timbulnya Hubungan Hukum dalam Pelayanan medik

Meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan antara lain

disebabkan semakin meningkamya kebutuhan masyarakat akan pelayanan

kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk

memperoleh pelayanan kesehatan, pertumbuhan yang sangat cepat di bidang

ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih

luas dan.rnendalam terhadap manusia. Adanya spesialisasi dan pembagian

kerja yang Lelah membuat pelayanan kesehatan irn Iebih merupakan

kerjasama dengan pertanggungjawaban diantara sesame pemberi bantuan dan

pertanggungjawaban terhadap pasien, meningkatnya pembeutukkan lembaga

pelayanan kesehatan.17

Perbuatan yang dilakukan oleb para pelaksana pelayanan kesehata....l

sebenamya merupakan perbuaran hukum yang mengakibatkan timbulnya

hubungan hukum, walaupun hal tersebut sering kali tict"".: disadari oleh para

pelaksana pelayanan kesehatan pada saat dilakukannya perbuatan yang

bersangkutan. Pelayanan kesehatan itu sebenamya tidak hanya meliputi

kegiatan atau aktivitas profesional di bidang pelayanan kuratif dan preventif

unruk kepentiugan perorangan, tetapi juga melipun misalnya Iembaga

pelayanannya, sistem kepengurusennya, pembiayaannya, pengelolaanya,

tindakan pencegahan umum dan penerangan. 18

1. Pengerttan pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan ( health cure services) merupakan salah satu

upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik

perseorangan .maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Lavey dan Loomba, yang dimeksud dengan pelayanan kesehatan

adalah :19

17 Veronica Komalawnn _Junia! Hukum Bisnis, volume 23 No.2 Tanllf/ 2004, hIm. 17
IS loco cit
l~ lee.cit.



« Settap upaya baikyang diselenggarakan sendtri a/au bersama
soma doiam organisasi untuk meningkatkan dan memelthara
kesehatan; mencegah penyakit, mengobati penyakit, dan
memulihkan kesehatan yang dttujukan terhadap perseorangan,
ketompok atau masyarakat"

Pengertian pelayanan kesehatan tidak ditemukan dalam Undang-Undang No.

23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, undang-undang hanya merumuskan mcngenai

upaya kesehatan di dalam Pasal 1 ayat ( 2 ), yang berbunyi : Upaya keschatan

adalah seuap kegiatan unruk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang

dilakukan oleh pemerintah dan / atau masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 23 TahW1 1992 Tentang

Kesehatan dirumuskan bahwa . ,~-

"Untuk mewujudkan derojat kesehotan yang optimal bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehotan dengan
pendekatan pemeliharoan; pentngkatan kesehatrm (promo/if),
pencegahan penyokit ( preventtf ], penyembuhan perryakit
(kuratif j, dan pemuliban kesehatan ( rehabtlttatif ) yang
dttaksanakan secaro menyeturuh, terpadu, dan
berkesinombvngon. "

Pengertian masyarakat mencakup persecrangan, keluarga, kelompok

masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan Berdaserkan pengertian

tersebut depat dipahami bahwa pcleyacaa keseaatan banyak macamnya.

Secara lUDUID pelayanan kesehatan dibedakan menjadi dua macam, yaitu

pelayanan kedokteran . (medical services ) dan pelayanan kesehatan

mayamkar (public health services ).
.'

Kedna pelayanan -keseharan tersebut mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Secara umum pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara rersendiri

dengan tujuan utamanya adalsb untuk mengobati ( kurarif ) penyakit dan

memnlihkan ( rehabilitatif ) kesehatan serta sasaran ntamanva

adalah perseorangan, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakar WUUlJUlya

disetenggarakan secara bersarna-sama dalaru sebuah organisasi bahkan hams

mengikutsertakan potensi masyarakat dan mencegah penyakit serta sasaran

utamanya adalahmasyarakat secara keseluruhan.2o
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Istilah lain dan pelayanan kedokteran adalah pelayanan medik. Oleh

karcna itu, pelayanan medik mencakup semua upeya dan kegiatan berupa

pencegahan (prevmtl!), peugcbatan ( kura!if), peningkatan (promotif),

dan pemulibau ( rehabllitalfj) kesehatan vang ditaksanekan etas dasar

hubuagan individual antara pam ahIi oi bidang kedokteran dengan individu

yang membutuhkannya.

Balk pelayanan kesehatan maupun pelayan medik mempunyai tujuan

yang sama, yaitu memcnuhi keburuhan individu atau masyarakat untuk

mengarasi, menetralisasi arau menormalisasi scmua masalah atau

perryimpangan terhadap keadaan keschatan ,Yang uormatif

Pelayanan medlK sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, banyak

pula macamnya baik berupa pedayanan rawat jalan ( ambulatory services)

maupun berupa peleyenan rawat inap ( hospitalization).

Menurur Feste, ada dua macam pelayenen rawarjalan, yaitu ;21

Pelayenanrawat jalan kliruk Rumah Sake

Bentuk pelayanan rawat jalan yang diselcnggarakan olen klinik

yang ada kaitannya dengan rumah sakit ( hospital based

ambulatory care) yang dapat terdiri Mas:

a. Pelayenan gewat darurat ( emergency services ), yaitu

untuk menangani pasren yang mereburuhkan

pertolongan segera.

b. Peleyanan rawat jalan Paripuma ( comprehensive

hospital outpatient services ), yaita yang mcmberikan

pelavanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan

pasien.

c. Pelayanan rujuker, ( refferal services ), yairu yang

hanya melayani pasien yang dirujuk ofch serana

kesehatan lain. Biasanya urnuk diagnosis atau teapi,

sedangkan perawatan selaajutnya tetap ditangani ebb.

saranakesehatan ysng merujuk.

21 Joe.cit.
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d. Pelayanan bedah jalan ( ambulatory surgery services ).

yaitu yang memberikan pelayanan bedah yang

dipulangkan pada hari yang sama.

2. Perawatan Rawat Jalan Klinik Mandiri.

Bentuk pe1ayanan rawat jalan ini diselenggarakan oleh klinik

mandiri, yaitu yang tidak ada hubungan organisatoris dengan

ruruah sakit. Klinik mandiri dapat dibedakan menjadi dua

macam, yaitn ;

a. Klinik Mandiri Sederhana, contohnya : praktik dokter

umum dan f atau praktik dokter spesialis secara

perseorangan, termasuk praktik bidan.

b. Klinik Mandiri Institusi, rnisalnya : praktik bersama,

poliklinik, BKIA

Di sarnpmg itu berdasarkan sifat pelayanannya, jems pelayanan

kesehatan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Pelayanan dasar, yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat

preventif dan kuratif yang diseler-ggarakan khusus untuk diri

sendiri dan unrnk lingkungan sekitamya derni peningkatan

kesehatan danpelenyapanancaman gangguan kesehatan,

b. Pelayanan ambulatory atau ekstramural, yaitu pelayanan

keseharan spesialistis dan non-spesialistis. Dalam hal ini, pasien

meruperoleh peIayanan kesehatan di sebuah lembaga atau di

rumahnva tanpa opname.

c..Pelaya....ran intramural, yairu pelayanan medis umum dan

spcsiaiistis di dalam !embaga di mana pasien mendapat rawat

inap dan pelayanan di berikan oleh pelbagai Rumah Sekit Umum.

2. Dasar hukum hubungan pelayanan srcdlk

Hukum Perdata seeara sederhana dapat diartikan sebagai hukum

yaug mengatur kepentingan-kepentingan subyek hukum dalam kedudukan

hukum yang sederajat. Subyek hukum dalam hal ini dapat berupa : Orang

per.... .angan ( notvurlijke personen ) dan Badan-badan hulrum ( rechts

personen ).
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Hubungan yuridis antara subyek-subyek hukum terjadi dalam

keadaan sejajar, berarti tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih

rendab. Hal ini tidak seperti dalam hukum publik, misalnya hukum

pidana."

Dalam kaitannya dengan Hukum Kesehatan, hubungan dokter

dengan pasien secarayuridis dapat terjadi karena dna hal, yaitu :2J

1. Berdaserkan perjanjian (ius contractu )

Ini adalah bentuk biasa, dirnana seorang pasieu datang dengan sukarela

ke rumah s8ldt atau tempat praktek dokter. Dalam hal ini dapat dikatakan

bahwa terjadi suatu hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien alas

kehendak bebas. Pralctik dokter dan rumah sakit sudah diketahui urrmm

memang menyediakan diri unruk memberikan pelayanan medik.

Timbulnya tuntutan terhadap dokter atau rumeh sakit disebabkan Karena

menurut pendapat pasien terdapat " wanpesrasi " eli dalarn pelayanan

medik yang diberikan.

Seorang dokter dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dalam riga hal,

yaitu apabila ;

1. tidak melakuken;

2. terlambat rnelakukan; ~ apa yang diperjanjikan

3. saah melakukau ~
Sebaliknya dokter atau rumeh sakit pun dapat menuntut seorang

pasien berdasarkan wanprestasi apabila ia tidak membayar honor dokter

atau melunasi rekeningrumah sakit,

2. Berdasarkan Undang-undang (iusdeliclo)

Perbedaea dengan ius contractu ialah bahwa pada ius delicto

tidak ada yang dinamakan perjanjian terapeutik, namun menurut

kerentuan Hokum Perdata, suatu tindakan atau non tindakan dan seorang

yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain. dibaruskan untuk

II Agus Hariadi, PeneIitian tentangAspek Hukum Pelayanan Kesehatan di Lapangan, Badan
Pernb'naan Hukum Nasional Departcmen Kehakiman danHak Asasi Manusia Rl, 2001,
him. 10

2-~ J_ Guwandi, Etika dan Hukum Kedokteran, Fakultas Kcdokteran Universitas Indonesia,
Jakarta, 1991, hIm.-W
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mem.beri ganti kerugien. Ketentuan ini terdapat pada KUHPerdata Pasal

1365, yang berbunyi :

.. Seliap ttndakan melanggar hUM yang mengukibatkan
kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena
kesalahannya menyebabkan kerugian flu, untuk mengganti
kerugian tersebut".

Pasal1365 KUHPerdata ini terkenal dengan nama "onrechtmatige doad"

atau perbuatan rne1awan hukum. Perbuatan meluwan hukum adalah suatu

tindakan atau non tindakan yang atau melanggar hak orang lain, atau

bertentangan dengan tata susila, atau bertentaugan dengan kepatutan yang

dianuti dalam pergaulan masyarnkat terhadap orang lain atau barangaya "

Peraturan ini beriaku umum, terhadap semua orang dan juga berlaku

tcrhadap dokter, roman sakit, perawat, bidan serta tenaga keschatan lainnya.

Dalam konteks hukum kedokteran dapat diarnbil contoh : Tmdakan atau non

tindakan yang dilakukan oleh seorang dok1er di Unit Gawat Danrrat terhadap

pasien kecelakaan. Apabila pasien yang dalam keadaan gawat darurat tidak

dibcrikan pertolongan dan dibiarkan saja sehingga meninggal, maka hal ini

menurut hukum perdata dapat dianggap melanggar KUHPerdata Pasal 1365

tadi. Dasar peuuntutan menurut kepustakaen Urn u Hukurn adalah berdasarkan

«JUs delicto « seperti diterangkan di ares."

Dalam hal kasus semacam ini tidak ada kchendak bebas dari pasien untuk

mengadakan hubungan terapeutik dengan dokter. Ia daIam keadaan tidak

seder, sehingga tidak dapat diberikan inforrnasi untuk diminta persetujuannya

untuk dilakukan suatu operasi. Atau secara yuridis; kepada-pasien tidak dapat

Z4 wiriono Prodjodikoro memberikan pengertian sifat perbuaan melanggar hukum ialah
bah "'l perbuatan uu mengakibatkan kegoncaogan datam neraca keseimbangan dan
masyarakz; Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraruran-peremran hukum
daJam suanr masyarakat di!anggar ( Iansung ), melainkan juga, anabila peraturan-peraruran ..
kesusilaan, keagamaan, dan sopan sa"'l.J.ll dalarn mccyarakat dilanggar (Iangsung). Wirjono
Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Swnur Bandung, Bandung, 1984, hlm.I3.
Syarat-syarat suaru perbuatandikaiakar, sebagai perbuatan melawan hulrum ialah :

l. Hams ada perbuatan Yang dimaksud (Iffll~(ln perbuatan ini beik yang bersifar positif
maupun yang bersifatnegatif artinya setiap tingkah laku berbuar arau tidak berbuar.

2. Perbuaian itu harus melawan hokum
3. Adakerugian
4. Adll hubungan sebab akibat antara perbueren melawan hukum iru dengan kerogian
5. Adakesalahan (schuld ).

Dapat dilihat pada huku karangan Mariam Derus Badrulzaman, K UHPerdnra Buku JII
.Huk....~; Penkatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 146_

as 1- Guwandi, op.cu., hlm45.
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dimintakan informed consenl2f} Kalan tidak ada anggota keluarga dan juga

tidal dapat dihubungi untuk minta persetujuannya, dan jika dokter harus

segera rnelakukan operasi untuk menyelamatkan jiwa arau anggota tubuhnya

( life- or limbsaving ), maka ia hams segera bertindak

Dalam hal ini pasien dianggap telah memberikan izinnya untuk dilakukan

tindakan medik ( operasi ) untuk menolong jiwanya. Ini apa yang dinamakan

implied consen27t, yaitu consent yang dianggap juga akan diberikan oleh

pasien seandainya ia berada dalam keedaan sadar.

3. Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Pasien dan Dokter

Hak- Hak Pasien

Hale pasien sebenamya merupakan hak yang asasi yang bersumber

dan hak dasar individual dalam bidang kesehatan, the right of self

detenniratton, meskipun sebenamya sama fundamentalnya, hak etas

pelayanan kesehatan sering dianggap lebih mendasar. Dalam hubungan

dokter- pasien, secara relatifpasien berada dalam posisi yang lebih lemah.

Kekurangmampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasl

pelayanan kesehatan menyebabk-n timbulnya kebutuhan untuk

mempermasalahkan hak-hak. pasien daiam mengbadapi para profesional

kesehatan.

Berikut ini dikumpulkan hak-hak pasienyang terdapat di dalam
as

Iiteratur hukum kesehatan :

1. Hat untukmemperoleh informasi

2. Hair untuk meruberikan persetujuan

3. Hak atas rahasia kedokteran

~ Dalam Permenkes RI No. 585/ MENJ(ESIPERJIXlI989 Tentang Persetujuan Tindakan
Medik yangdimaksud dengan :

a. Perserujuan tindaken rnedikv />i/ormed Consent adalah JX'r;~~-c!j'..!:m yang dibenkan
oleh pasien erau keluerganya alas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang 
akan dilak.ukan terhadap pasiea \,;n;ebut

b. Tindaken rnedik adalah suem findakan j"a.'g dilakukan terhadap pasien berupa
dicgnastik: atau terapeutik.

I1lnformed Consent dapat berbentuk :
a Dengan snatu pemyataan (€rptessed) : dapat secara lisan , dapat pula secaru tenulis
b. Dianggap diberikan (implied a racn consenJ) : dalam keadaan biasa dan datam

keedaan gawet darurat,
L-ihai, J Guwandi, Rahcsio Medis, FXUl, Jakarta, 2005, hlm, 38.

28 P .... ,.lly wi-adhanra, Penuruun KldiahHukum Kedaheran , Bina Rtpa Aksara, Jakarta,
1996, hlm.51.
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4. Hak untuk memilih dokter

5. Hak untuk memilih saranakesebatan

6. Hak untuk menolakpengobatanI perawatan

7. Hak untuk menolak tindakan medis tertentu

8. Hakuntuk menghentikan pengobatan I perawatan

9. Hak ares « second opinion"

1O. Hak « inzage " rekam medis

II. Hak beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Kewajiban- Kewajiban Pasien

Pasien atau keluarganya mempunyai kewejiban-kewajiban

yang harus dilakukan untuk kesernbuhannya dan sebagai imbangan dan hak

hak yang diperolehnya. Kewajiban rersebnt bisa dikelompokan menjadi

kewajiban terhadap:

a. Dokter

1. Memberikan informasi, berupa anamnesis meugeuai keluhan

utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit. Juga kerjasama

pasien diperlukan pada wakru dokter melakukan pemenkasaan

fisik misalnya epabila rimbul perasaan tertentu sewaktu

diperiksa, pasien hams mcmberitahu doktemya. Dengan

demikian dokter dapat lebih tepat menegakkan diagnosis

penyakitnya.

2. Mengikuti petunjuk atau nasihat untuk mempercepat proses

kesem buhan.

3. :-,Iernberikan honorarium

b. RUITlap Sakit

1 Mentaati peraruran RS yang pada dasarnya dibuat dalam rangka

menunjang upaya penyembuhan pasieu-pasieu yang dirawat,

misalnyajam kunjungankeluarga, kerabat, kebersiban, dll.

2. Melunasi biaya perawatan.

Hak- Hak Dokter

Sebagaimana lazimnya suatu perikatan, perjanjian medis pun
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memberikan hak-hak tertentu bagi dotter. yaitu ?9
1. Hak untuk bekerja sesuai dengan standar profesi medis.

2. Hak menoLak melakukan tindakan medis yang tidak dapat

dipertanggungjawabkannya secara profesional.

3. Hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan

hati nuraninya.

4. Hak untuk memilih pasien

5. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerjasama

sudah tidak dimungkinkan lagi.

6.' Hak etas privacy.

7. ' Hak etas irikad baik dari pasien <Warn memberikan informasi yang

berkaitan dengan penyakitnya.

8. Hakatassuatufairplay.

9. Hak untuk membela diri

10. Hak untuk menerima honorium

II. Hak menolak memberikan kesaksian mengenai pasrennya di

pengadilan.

kewajiban-kewajiban dokter rerbagi dalam riga kelompok, yaitu :

1. Kewajiban yang timbuJ dari sifat perawatan medis di mana dokter hams

bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan paraktik

kedokterannya secara legeartis.

2, Kewajiban untuk menghorrnati hak-hak pasien yang bersumber dari hak

hak asasi dalam bidang kesehatan

3. Kewsjiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan

kesehatan. Di sini dokter harus mempertimbangkan penulisan resep obat

obat yang harganya terjangkau dengan khasiat yang kira-kira sama dan

tidak mcuulis resep obat yang tidak benar-benar diperlukan. Keputusan

untuk merawat pasien eli rumab sakit dilakukan dengan antara lain melihat

keadaan sosial ekonomi pasien dan kebntuhan pasien-pasien lain yang

lebih memerlukan perawatan

---------
Zi ibid. him. 82.
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B. Rumah Sakit sebagai Baden Usaha Pelayanan Kesehatan

I. Pengertian rumah sakit

Rumah sakit di Indonesia merupakan suatu sarana upaya

kesebatan, yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan eli Rumah Sakit merupakan kegiatan pelayanan

berupa pelayanan rawat jalan, rawat nginap, dan rawat gawat darurat

yang mencakup kegiatan pelayanen medis maupun penunjangnya. Di

samping iru, rurnah soot dapat dimanfaatkan bagi pendidikan tenaga

kesehatan maupuu penelitian.

Pemikirandasar peugabdian rumah sakit di Indonesia telah

dirumuskan dan disahkan dalam kongres III Perhimpunan Rumah Sakit

Seluruh Indonesia (PERSI). Pokok-pokok pemikiran rersebut adalah :30

a. Rumah sakit sebagai salah sam institusi pelayanan kesehatan di dalam
negara yang berfalsafah Pancasila telah berkembang meujadi suatu nnit
sosio-ekonomi yang moon kompleks dan perlu dikelcla secara
profesional, agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi
peningkatan kesejahteraan rakyat pada urnumnya

b. Pelayanan kesehatan im sendiri pada dasamya merupakan suaru
pengabdian kepada kepentingan masyarakat banyak dan tidak dapat
diartikan sebagai suatu unsur mencari keuntungan pribadi atau
golongan.

c. Atas dasar pernikiran tersebut di alas, maka hendaknya Rumah Sakit ill
Indonesia dapat dipergunakan sebauyak-banyaknya untuk kepenringan
masyarakat banyak.

Menurut perurnusan WHO yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah :

" suatu usaha yang merryediakan pemondokan yang membertkan
[asa pe/ayanan medik jangka pendek: dan jangka panjang yang
terdiri atas tindokan observasi, diagnostik: terapeutik, dan
rehabtlitatif untuk: orang-orang yang mendenta sakit, terluka dan
untnk melahirkan. Di samping ttu dapat juga menyediakon atau tidak
menyediakan pelayanan cuas dasar berobat jolon kepada pasien
yang dapat langsungpulang ".

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Rl No.

159b1MEN.KESIPERlII/1988 TentangRumah Saki" bahwa :

10 :::::..Jc,jono Soekanto, Segi-Segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasion, Mandar Maju, Bandung,
1990, hlrn64.
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Rumah Saht adalah sarona upaya kesehatan yang
mcnyeienggarakan kegiaum pe/ayanan kesehatan serta dapat
dimanjaatkan unruk pendidikan tenaga kesehatan Jail penelntan ''.

ltulah sebabnya, ramah sakit adalah selah satu sarana kesehatan yang

disebutkan di dalam PasaI 56 ayat (1) UU No. 23 TallUo 1992 Tentang

Kesehatan. Menurut Pasal 57 ayat (2), bahwa rumah sakit sebagai sarana

kesehatan yang dapar diselenggarakan baik oleh pemerinrah dan atau swasra

itu, dalam pcnyeleuggaraan kegiatannya harus memperhatikan fungsi scsial,

yaitu harus mcmperhaukan keburuhan perayanan kesehatau golongan

masyarakat yang kurang mampu dan ridak sernata-rnata mencari

keuntungan. Menurut Pasal 58 ayat (I), sarana kesehatan tertentu yang

dimiliki swasra hams berbentuk badeu hukum. Hal ini dimaksudkan agar

adanya kepastian usaha, kemudahan pcngawasen dan penyelenggaraan

usahanya, karena suaru usaha yang dilakukan olch badan lmkum akan lebih

jclas pertanggungjawabannya. Apalagi, dewasa ini bisnis d.i bidang jasa

pelayanan kesehatan semakain meningkat cit Indonesia, dan pcmerintah juga

telah memberikan kemudahan investasi di bidang upaya keseuctan.J I

2.lOasifikasi rumen sakit

Penyelenggaraan rumah sakn sesuai dengan peraturan perundang

undangan yang ada, dapat dilakukan baik. oleh pemerintah maupun swasta.

Bcrdasarkan pelayanan yang diberikan dapat dibedakan atas Rnmah Sakit

Umum dan Rmaah Sakit Khusus.

Pengertian Rumah Sakit Umum, yaitu rumah sakit yang memberikan

pelayeuan kesehatan semua jenis penyakit dan yang bersifat dasar sampai

dcngan subspesialistik, sedangkan roman sakit khusus hanya

meeyelenggarakan peiayanan kesehatan berdasarkan jenis penyakit tertentu

atau disiplin ilmu tcrtcntu.

Dan Rumah Sakit TJmum dan Rumah Sakit Khusus berdasarkan

kemampuan pelayanan kesehatan yang disediakan telah dJ.adakan klasifikasi.

31 VeronicaKomalawati, Hukum dalam Pelayanan Rnmah Sakil di IIJd()ne~·ia, Makalah pada
PelatihanEtika dan Hukum Rumah Sakit bagiPara PengelolaRumah Sakit di Bandung, 3
juni 1996, him 5.
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Klasifikasi Rumah Sakit Umuro Pemerintah :31

L Kelas A yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik

spesialistik Iuas.

2. Kelas BJI yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik

spesialistik luas dan subspesialistik Ierbatas.

3. Kelas BJ yang mempunyai fasilitas dan kemampuan peIayanan medik

spesilaistik sekurang-kurangnya 11 spesialistik.

4. Kelas C. yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik

spesialistik sekurang-kurangnya spesialistik 4 dasar lengkap.

5. Kelas D yang mempunyai fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya

pelayanan medik dasar.

Klasifikasi Rumah Sakit Umum Swasta :

L Rtrmah Sakit Umum Swasta Pratama, yang memberikan pelayanan medik

bersifat mourn.

2. Rumah Sakit Umum Swasta Madya, yang memberikan pelayanan medik

yang bersifat umum dan spesialistik dalam 4 cabang.

3. Rumah Sakit Umum Utama. yang mernberikan pelayanan Umum Medik

bersifatumum, spesialistik dan subspesialistik.

Hubungan yang timbul dari tiap-tiap keIas klasifikasi tersebut dalam

pemberian pelayanan kepada pasien, melalui rujukan upaya kesehatan..

Rujukan upaya kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan yang

menganu pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai rnasalah

kesenatan, baik secara vertikal maupun horizontal.

5. Fungsi Rumah Sa kit

Rumah sakit berfimgsi untuk :

a. Menyediakan dac meyelenggaraka..n :

I) Pelayanan medik

2) Pelayanan penunjang roedik

3) Pe1ayanan perawatan

4) PeIayanan rehabilitasi

J2 Fred Ameln, Kapi!a Selekia Hukum Kedoaeran , Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hlm69 ..
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5) Pencegahan dan peningkatan keseharan

b. Tempat pendidikan dan/atauIatihan tenaga medik dan pam medik

c. Tempat penelitian dan pengembangan Ilmu dan Teknologi bidang

kesehatan

Berdasarkaa fungsi tersebut, Rumah Sakit dalam member-ibn

pelayanan kesehatan dilakukan oleh renaga keseharan sesuai dcngan

klasifikasi rumah sakit. jenis renagakesehatan yang ada dapar dibagi atas :

a. Tenaga kesehatan sarjana : dokter, dokter gigi, dokrer spesialis, aporeker,

sarjana perawat, dU.

b. Tenaga kesehatan bukan S3JjlUli1: perawat, ahli gizi, asisren apoteker; dll.

Tenaga kcschatan tcrsebut dalarn melaksanakan tugasnya dibcrikan

fasilitas peralatan yangada pada nnnah sakir.

4 Tangguog Jawab Rumah Sakit sebagal Badan Usaha Pelayanan
Kesehatan

Dalam kaitan dengan tanggung jawab Rnmab Sakit, meka peda

prinsipnya rumah saki! bertanggung jawab secara perdata terhadap sem U<I

kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya sesuai dengan bunyi

Pasal 1367 KUHPerdata. Selain itu, rumah sakit juga bertangguag jawab

atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1234, 1370, 1371

dan 1365 KUHPerdata) hila rindakan itu dilalcukan pegawaiuya. 33

Dikerahui :

a. Tanggung jawab perdata Rumah Sakit Swasta

J3 ibid, him71.
Munir Fuady berpeodapa, bahwe tanggung jawab rumah sakit bergantung juga pada
hagaimana benruk wadah riari rumah sakit tersebut, Bentuc-bentuk pemberian jasa
profesional oJeh dokrer reseber mengand1.ll'Jg implikasi-implikasi hukum tertenru, benruk
bentuk.terrebut antara lain:

1. benruk rumahsakit
2. bentuk kerjasama yayasan
3. bentuk kerjasemadalam Perseroan Terbatas
4. bentuk praktekbersama kontraktual
5. bentuk kerjasama dalam partnership
6. bentuk yang konveusional Solo Kaner

Lihar, MWll. FU1\dy, Su.mpah Hippocrates, Ciea Aditya Bhakti, Bmdung, 20<J5, hIm! 12.
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Menurut Wirjono ProdjOOikoro, nnnah sakit swasta sebagai badan

hukum mernililri kekayaan scndiri dan dapal bertindak dalam hukum

dan dapat dituntut seperti haInya seorang manusia. Untuk manajemen

ramah sakit dapat diterapkan Pasal 1365 maupun Pasal 1367

KUHPerdalll.

b. Tanggungjawab perdata Rnmah Sakit Pemerintah

Manajemen Rumah Sakit Pemerintah dapat dituntut mennrut Pasal

1365 KUHPerdata kareaa pegawai yang bckerja pada rumah sakit

pemcrintah menjadi pegawai negeri dan negara sebagai suatu baden

hukum dapat dimntur untuk .membayar ganti 'kerugtan 'atas tindakan

pegawar negeri yang dalam menjalankan tugasnya merugikan pihak

Iaiu.

b. Tanggungjawab hukurn dokter dan perawar

Di sini dokter dan perawat yang dimaksud bekerja ill sam rumah sakit.

Dolder yang melakukan kegiatan ill rumah sakit yang bersangkutan bisa

sebagai pekerja penuh dan menriapat gaji. Dokter seperti ini disebut dokrer

«in" ( dokter puma waktu Ifull time). Dalarn hal ini rumah sakit bertanggung

jawab penuh ares semua tindakan dokter "in" . Sebaliknya, terdapat juga

dokter «out". dokter tarnu yang berarti bukan pegawai rumah sakit tersebut.

Dntuk dokter ., out" ini tanggung jawab bukan pada rumah sakit yang

bersangkutan, tetapi dokter " out" itu sendiri. Dalam hal ini, masing-masing

dokter mernpunyai persetujuan yang berlainan dengan setiap rumah sakit

tersebut,

C.Fungsi SosiaI Rumab Salet Swasta

Secara yuridis, para pihak dalam hnbungan pelayananjasa mempunyai

kedudukan yang sama, walaupun pada umumnya pihak yang diperlukan

jasanya itu memiliki kualifikasi sebagai ahlidi bidang terterrtu yang dipercaya

kousumennya. Para profesional pelayanan jasa meinerlokan sarana tempat

.neiaksanakanprofesinya, antara lain rumah sakit.
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Berdasarkan PerMenkes No, 84/1990 tentang perubahan terhadep

PerMenkes No. 9201 1986 tentang berlaknnya KODERSI, terbuka

kermmgkinan adanya badan hukum lain, Rumah Sakit dapat berbentuk

Perusahaau Terbuka ( semula yeyasan ). Yang dimaksud dengan badan

huknm adalah suaru persekutuan sebagai kesatuan yang san.diakui untuk tarut

serta dalam pergaulan hukum dan disebut sebagi subyek hukum. Baden

hukum sebagai subyek hukurn merupakan pendukung hak dan kewejiban

seperti halnya man usia. Kernudian, dalam upaya rnembuka pasar investasi di

Indonesia, pemerinrah te1ah meogcluarkan PP :-.10. 2011994 (entang pemilikan

saham untuk semna bidang kegiatan usaha, tennasuk upaya kesehatan

Apabila ketentuan dalam PP ini diterapken secara sempit, rnaka berarti

pemerintah telah memberikan kemudahan investasi npaya keseoeten."

Timbul berbagai persepsi dalam meacnggepi situasi pasar jasa di

bidang kesehatan . Anrara lain karcna baden hukun~ swasta, khususnya PT

bertujuanfor profit dan pill'a investor asing bertujuanfor profit, maka berarti

sekarang ada pengakuan bahwa rumah sakit sndah bo!eh berorientasi laba.

Apalagi pemerintah sendiri sudah mengswadanakan rumah sakir rnilfknya.

Dirambah adanya ketentuan Pasal57 ayat (2) UU No. 23 Tahull 1992 Tentang

Kesehatan yang mewajibkan para penyclcnggaru sarana kesehatan (Ruman

Sakit ) untuk mcmperhatikan fungsi sosialnya, maka ada anggapan bahwa

sebelemaya pcayelenggaraan kesehatan tidak boleh bertujuan memperoleh

lalla. Padahal, yang tidak diperkenaakan adalah berorientasi laba senate-mate.

Adanya ketentuan di Bidang pelayanan kesehaten yang raengharuskan

eli perhatikannya fimgsi sosia' itu sebeuarnya duuaksudkan agar tujuan

pernberian pertolongan / banruan dalam pelayanan kesehatan hams tetap

diperhatikan. Atau dengau kara lain, rumah saki! tidak boleh semata-mata

mcncari keuntungan, atan semata-mata jo- profit Hal ini, dimaksudkan agar

adanya keseimbangan ( lihat asas keseimbangan lIU No. 23 / 1992 ) anrara

segi sosial dan segi ekcnomisnva, sesnai dengan ases pembangunan kesehatan

yang mendasari sistern pelayanan kcsebatan di Indonesia.

Sebubungan deagan iru, Pasai 58 lJU No. 23 TahUD 1992 menegaskan

bahwa saraua kesehatan tertentu harus bcrbcntuk badan bnkum, dengan

34 Vercnica Komaluwati, op. ,:11., H/ikum dalam PetayononRumah Sakit di Indonesia
hlm.9.
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maksud agar terdapat kepastian usahanya, kemudahan pengawasannya dan

penyclenggaraan usahanya. Hal ini semua erat kaitannya dengan tanggung

jawab hukum sesuai dengan nilai dan norma hukum yang berlaku di

Indonesia.

Ada beberapa ciri khas yang membedakan pelayanan jasa kesehatan

dengan pelayanan jasa lainnya , yaitu :

1. Fungsi sosial dan kewajiban sosial yang dikaitkan dengan pengemban

profesi dan rumah sakit.

2. Peran dokter selaku profesional daiam pemberian pertolongan sangat

menentukan.

3. Hubungan interpersonal antara dokter dan pasten yang didasarkan

kepercayaan.

4. Kedudukan yang tidak seimbang

5. Ada pihak ketiga yang turul berperan ( Majikan, asuransi kesehatan )

6. Tidak sernua mekanisrne pasar berlaku dalam interaksi jasa kesehatan

7. Ada aspek sosial, budaya, hukum, etika, tingkat pendidikan, tingkat

kesejahteraan, dll.

Dengan demiki ..n, adanya prinsip etis dan asas hukum yang berlaku

baik bagi profesional medis ataupun bagi rumah sakit dimaksudkan agar ciri

pe!ayanan jasa di bidang kesehatzn Itudapat tempdipertahankau.

Menurut Pasal 57 ayat ( 2 ) UU No. 23 Tahun 1992 Tentang

Kesehatan, rumah sakit di dalam menjalankan kegiatannya berupa pelayanan

kesehatan harus tetap memperhatikan fungsi sosial. Adapun yang dimaksud

dengen fungsi sosiaJ adalah hams memperhatikan keburuhan pelayanan

keseharan golongan masyarakat yang kurang marnpu dan tidak semata-mata

rnencari keuntungan secara komersial, tetapi lebih dititik beratkan kepada

kemanusiaan."

Di dalam Kode Erik Rurnah S2i~ Indonesia (ERSI ) 1986 sudah ada

pemyataan : Rumah Sakit sebagai unit sosio-ekonomi tidak semata-mata

mencan keunnmgan. Hal terscbut dapat diartikan bahwa dalam

penyelenggaraan kegiaran rumah sakit tidak mengharamkan mencari

3'j AbdianaYuni Leslari,Aspelc Hukum Komersialisasi Rumnh Saki! Swasta daIam kattannya
denganpda~nankesek!!anJ'angberfungn sosial ,JurnaIHukwn Bisnis, Volume 23 No
2 Tahun 2004, him. 26.
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keuntungan, tempi juga tidak boleh mengutamakan keuntungan Karena nnnah

sakit bulan badan usaha berbeutuk perusahaan yang bcrurientasi laba atau

keuntungan.

Adapun bentuk-benruk fungsi sosial rumah sakit swasta telah diatur di

daJam PerMenkes RJ No 378/ Menkes/PER/1993 Tentang Pelaksanaan Fungsi

SosialRumah Sakit Swasta.

Pasal I ayat (2) PerMenkes menyatakan bahwa :

" Fungsi sosial rumah sakit swasta adalah bagian dari
ranggungjawab yang melckat pada setiap rurnah sakit, yang
merupakan ikatan moral dan erik dari rumah sakit dalam

.membantu pasien khususnya yang kurang/ tidak mampu
untukmemenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan ''.

Pasal 2 PerMenkes RI No 378 Taboo 1993, mengatur mengenai

bentuk-bentuk fungsi sosial, sebagai berikut :

(1) Pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit swasta yang wajib
dilaksanakan meJipllti ;
a. Disediakannya dan digunakannya sejumlah tertentu dari

temper tiduruntuk perawatan kelas III / keias terendah.
b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat

yangtidak mampu.
c. Adaaya pengaturan tarif pclayanan yang memberikan

keringanan bagi masyarakat yang kurang mampu.
d. Pelayanan gawat darurat dalam -24 jam tanpa

mempersyarstkan uang muka, tempi mengutamakan
pelayanan.

e. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program
program pemerintah dalam bidangkesehatau.

f. Keikutsertaan dalam penanggulaugan bencana alam nasional
ateepun lokal dan melakukan bakti sosial sejalan dengan
misi kemanusiaannya,

(2) Di samping fungsi sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) rumah
sakit swasta dapat mengembangkan fimgsi sosialnya yang
meliputi :
a. Mengembangkan pelayanan dasar di lnar rumah sakit bagi

masyarakat yangkurang/ tidak mampu.
b. Menyeienggarakan pendidikan dan atau pelatihau tenaga

roman sakit
c. Pdayanan kcschatan lain yang diutamakan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
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BAB III
PELAKSANAN FUNGSI SOLIAL

RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTA BANDVNG

A. Kebijakan dan Pengawasan Pemertntah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Sosial
Ruman Sakit Swasra di Kota Bandung

Dari basil wawancara peneiiti dengan stap Departemen Kesehatan Jawa Barat

diketahui bahwa sejak ern Otonomi Daereh, Kantor wuayah ( Kanwil ) Depkes

dengan Dinas Kesehatan ( Dinas Kesehaten ) Propinsi Jawa Barat dilebur sehingga

menjadi Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Rarat. Hal ini dilakukan jugadi daerah

tingkat II (kota atau kabupaten ).

Berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dan pengawasan pelaksanaan fungsi

sosial Rumah sakit, termasuk Rumah sakit swasta dilakukan oleh Direktur Jenderal

Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RL Depkes Propinsi hanya melaksanakan

fungsi monitoring dan evaluasi. Hingga saat ini Depkes belum menetapkan kriteria

tentang benruk pelayanan dan sarana / fasilitas minimal. yang harus dipenuhi untuk

merueuuhi pelayanan kelas III dan kelas tereadeh. Hal ini diterapkan cleh masing

masing Rumah sakit, sehingga mungkin terjadi perbedaan fasilitas dan pelayanan

antara Rumah sakit yang saru dengan Rumah sakit yang lain. Demikian helnya

dengan besaran tarif peiayanan kelas HI ! kelas terendah hal ini ditetapkan oleh

pnnpman Rumah sakit. Depkes Jawa Barat hanya melakukan monitoring dan

cvaluasi.

Ketentuen yang dijadikan panduan untuk melaksanakan fungsi sosial Rumah

sakit swasta adalah Permenkes No. 2901McnkestPerlXllJ1986 dan Keputusan Dirjen

Yanmed No. HkOO.06.3.5.5797/1998. Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta

dilaporkan tnelalui SIRS, yaitu Sistem Informasi Ruruah Sakit. Rencena dan

pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta merupakan salah sam persyaratan

untuk mendapatkan ijfn operasicaal Rumah sakit.

Dalam raagka pembmaan, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan

Ramah sakit, pemerintah melaxsanakan akreditasi. Akreditasi ini dilaksanekan oleh

KomiteAkreditasi Nasional ( KARS ) yang dilakukan tiap riga tahun sekali.

Akreditasi ini dilaksanakan oleh Komite Akreditesi Nasicnal ( KARS ) yang

dilakukan tiap riga tahnn sekali. Berkaitaa dengan butir - bntir penilaian Akrcdrtasi
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berdasarkan Pedoman Survei Akreditasi tahun 2002, diketahui bahwa instrumen

akreditasi terdiri dari instrumen 5 ( lima ) pelayanan, yaituAdministrasi dan

Manajcmen, Pelayanan Medik, Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam

Medik.

Berikutnya Insrumen lainnya 7 ( tejuh ) pelayanan, yaitu pelayanan Farmasi,

10, Radiologi, Laboratorium, Kamar Operasi, Pengendalian Infeksi di RS, dan

Perinatal Rcsfko tinggi. Selanjutuya Instrumen 4 ( empat ) pelayanan Ianjman, yaitu

Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Darah, Pelayanan Gizi, dan Pelayanan

Intensif

Hingga saar ini Depkes Jawa Barat belum pemah memberikan penghargaan

kepada Rumah sakit yang telah melaksanakan fungsi 50s1a1. Kalan ada Rumah sakit

yang mendapatkan penghargaan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi sosial,

dimungkinkan penghargaan tersebut dan institusi lain selain Depkes. Namun

.demikian Depkes pemah memberikan bantuan kepada Rumah sakit berupa banruan

tempat tidur bagi pasien kelas Ilt danatau yang terendah. Bentuk sanksi yang diberkan

oleh Depkes terhadap Rumah sakit yang tidak melakdanakan fungsi sosial adalah

teguran kepada pimpinan Rumah sakit.

B. Profil Rumah Sakit Swasta di Kota Bandung

Berdasarkan data y<U1B diperoleh Depkes Jawa Barat, diketahui bahwa sampai

tahun 2007, Rumab Soot Swasta di Kota Baadung berjumlah 20 buah. Rnmah sakit

Swasta tersebut terdiridari :

urn RS Ibu dan RS Bersalin RS Jiwa Ginjaj -bedah

anak .

3 buah 2buah I 1 buah 2 buah
0-

.

rUn,
~ah

Berdasarkan Pelayanan Rumah Sakit Swasta yang dibenkan kepada

Masyarakat. _pemerintah mekiasifikan kc dalam tiga gclongan, yaitu- Lima

Pelayanan, Dua Belas Pelayanan, dan Enam belas Pelayanan. Jenis pelayanen

terscbut adalah :

5 Pelayaaan 12 Pelayanan 16 Pelayanan

~Administrasi dan 5 Pelayauan + 12 Pelayanan ---j-

Rekam Medik Fannasi 1Rehabilitasi Medik I-
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-
Keperawatan K3RS Pelayanan Gizi

- .

UGD Infeksi Dl ItS Pelayanan Intensif

Pelayanan Medik Perinatologi Pelayanan darah

Radiolcgi

Laboraturium
-

L_
\ Kamar Operas!

Berdasarkan Akreditasi terhadap RS Swasta di Bandung klasifikasi RS

Swasta di Bandung dapat dikelmpokkan sebagai berikut :

5 Pelayanan 11 Pelayanan 16 Pelayanan

RS1J Kebonjati RSU Immanuel RSU St Borromeus

R~ Bungsu RSU Santo Yusuf
--

RS Limryati IRSU Muhamadiyah

RS Imanuel RSU Advent
-

·-RS Bcdah IIalmahera RSU AI Islam

RSTNI dr Salamon

RSIA Hamina

KS Swasta yang sampai 13":1un 2007 belum diakreditasi adalah RSU Rajawali,

Snkajadi, RSU Hurip Waluya, GinjaJ Habibi, RSlA Teja, RSU Sukapura, RSB

Emma Poeradireja, RSU Pmdad.

Penelitian terhadap pelaksanaan fungal sosial Rumah Sakit Swasta di Kota

Bandung dilaksanakan dengan langkah - langkah sebagai berikut, pertarna

menetapkan Rumah Sakit scbagai responden. Knreria pertama Rumah Sakit yang

menjadi responden adalah.RnmahSakit Umum.yaitu Rumah Sakit yang memberikan

pelayenan ksehatan semua jeuis penyakit yang bersifat dasar sampai dengan yang

spesifik. Selanjutnya dilakukan klasifkasi rumah sakit berdasarkan Permenkes No

3781 MENKESJPERJ1993, yeitu i'-SU Swasta Pratama, RSU Swasta Madya, RSU

Swasta Utama Selanjutnya dilakukan klasifikasi berdasarkan badan hukumnya /

organisasi pengelola, yaitu yayasan, organisasi,Instansi, dan Pcrseroan Terbatas.

Berdasarkan klasifikasi tersebut dipilih lima Rumah Sakit Swasta yattu

Rumah Saki! Al Islam ( RSAI ), Rumeh Sekir Muhammadiyah, Rumah Sakit Kebou
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Jati, dan Rumah Saki! AMC Hospital, Rtnnah Saki! St, Borromeus, Rumah Saki!

tersebut adaIah :

Rumah sakit BentukHukum Klasifikasi 'Masa beroperasi

Menurut

Permenkes

RSAI Yayasan ( Islam) RSUUtama 10 - 20 tahun

RS Muhammadiyah Organisasi ( Islam) RSU Swasta > 20 tahun

M3dya

RSKebonjaf Yayasan RSU Swasta > 20 tahun

~YaRS AMC Hospital PI RSU Swasta < 5 tahun

IYayasan

Pratania

Rs St. Borromeus IRSUUtama I> 20 tahun

Pacta bagian ini akan dinraikan profil RS Swasta yang mcnjadi sampel daiam

penelitian ini, Namun dari empat RS yang dneliti, hanya -ssru RS yang berhasil

diperoleh company profilenya, yaitu Rumah Sukit AI Islam. Oleh kareua itu hanya

~AIyang dapatdiuraikan profit Ramah sakimya.

Rumah Sakit AJ Islam Bandung

3. Sejarah Singkat
Rumah Sakit AI Islam Bandung- untuk selanjutnya disingkat RSAI - berada

di Kota Bandung Ji, Sukamo Hatta No 644 Kelurahan Sekejati Kecamatan

Margacinta Kota Bandung dengan luas 167,85 km2.

RSAl merupakan salah satu amal usaha Jbu-ibu BKSWI Jebar ( Baden Kerja

Sarna Wanita Islam Jawa Barat ) dengan membentuk Badan Hukum Yayasan RS

IslamBKSWI lahar, dibantu berbagai pihak sehingga menjadi sekarang. RSAT mulai

dioperasikan 1 Agustus 1990. Pada saat diresmikan luas bangunan masih sekitar

1.2(1(1 ill 2, hanya memiliki 28 kamar tidur. Pada tahun 1994 dibanguan gedung

Firdaus, sehingga kapasitas menjai 90 tempat tidur. Kemudian dibanguan gedung

Raudhah ruang perawatan VIP. Hingga saar ini RSAI telah beroperasi selarna 17

tahun. RSAI berbadan hukum yayasan yang raenginduk pada organisasi, yaitu
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BKSWI. Jika menginduk pada Permenkes No 860/b/SKlXII/] 987 tentang Kalisifikasi

RS Swasta, RSAl termasuk padaklasifikasi RSU Utama.

Pada tanggal 1 Nopember 1997 RSAI telah memiliki gedung tambahan berupa

gedung perawatan 6 lantai yang diberi nama Gedung Ibnu Sina, sehingga RSAI

memiliki kapasitas 275 ternpat tidur. Pada tahun 2003 sampai 23 Maret 2003

direnovasi Gedung rawat jalan terdiri dari 3 Ianrai dengan sumbangan dari berbagai

pihak. Pada tahun 2003 RSAT relah memiliki Medical Check Up Centre. Pada rahun

2004 dilakukan renovasi Gedung Unit Gawat darurat yang diharapkan memberikan

pelayanan yang cepat, tepat dan eman serta kenyarnanan bagi para pelanggau

b. Visi dan Misi

VIS] :

- ." ,RSAI adalah Unggul dan lslami dalam Pelayanan dan Pengelolan.

MIS] :

L Menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspck pelayanan dan

manajemen

2. Menjadi bagian integral dari jaringan peJayanan kesehatan nasional

3. Mcagembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya

4. Meningkatkao kepuasan konsumen yang optimal secara terns menerus

5. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

RSAI memiliki Falsafah unggnl, artinya berarti RSAI terkemuka dan berkualitas

prima. Pengertian Islami di antaranya :

a. Secara individu maupun unit kerja sebagai pengejantawahan bahawa Islam iru

" Rahmatan W 'alamin "

b. Secara oprasional berpegang kepada Surat al Asr : " Beriruan, beramal shaleh,

saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran ".

c.Tujuao

Tujuan RSAl adalah :

I. RSAI yang bersandar kualitas pelayanan tinggi dan menjadikan kedekatan

pada konsumen sebagai prioritas utarna

2. Total Quality Manajement sebagai jiwa perusahaan dalam meningkatkan

kinerja dankualitas secara berkelanjutan.
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3. RSAI Bandung mampu beradaptasi terhadap perubahan internal matrpun

ekstemal yang mcnurut bentuknya pola poor dan sikap yang berbeda dari

sebelumuya, sesuai dengan visis, rnisi RSAi Band ung sendiri.

4. RSAI mempunyai strategi yang tepat pada tingkat perusahaan maupun tingkat

fungsional bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi dengan mcngadopsi

prinsip-prinsip manajemen yang terbaru dan pemanfaatan peluang yang

memberikan nilai tambah terbesar bagi pencapaian tujuan.

5. Setiap unitkerja sadar akan pendapatan danbiaya dengan tidak melupakan sisi

keadilannya.

6. Tercipranya perhauan yang proposional terhadap kebutuhan hum dhuafa dan

agniya dengan tetap mempernatikan sumber daya yang dimiliki oleh RSAI

bandung.

7. RASI mempunyai sumber daya rnanusra yang unggul dengan kemampuan

profesionalisme tinggi dengan memperhatikan kode erik profesinya.

8. RSAI mempunyai karyawan yang loyal dan mempunyai komitmen yang tinggi

d. Pervembangae dan Kinerja

Sumber : Copany Profile RSA!

1000 2001 2002 2003 2004

-1Tanah 21.000 21.000 21.000 24.000 24.000

Lautal 14.560 14.560 14560 15.262 15.507

Tempat Tidur 170 188 . 200 200 210
. -

SDM 506 523 514 545 579

Rawat JaIan 72.326 75.231 79.831 83.491 96.468

IRaat Inap 9.868 14.427 13.821
.

14.255 26.606

Rawat Darurat 22.114 25.608 25.259 26.47' 14.447

Kunjungau W~..308 115.266 1l8.911 124.224 137.521
r
BOR

·
65,00 70,97 67,68 67,96 65,14

LOS 4,06 3,85 352 3,52 3,34

IT.O.I 215 1.55 1.73 1.73 1.85
.
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Dengan melihat tabel di atas, tampak bahwa kinerja RSAI dari tahun ke tahun

mengalami perkembangan, baik dari fasilitas yang disediakan, SDM. maupun jumlah

pasien (rawat jalan, rawat inap ), kecuali rawat darurar mengalami penurunan pacta

tah\lll2004.

e. Akreditasi dan Penghargaan

Akreditasi RSAI :

a. Nopember 1998 mendapat status akredit.asi penuh uutuk standar

pe1ayanan

b. Januari 2003 memperoleh akreditasi Ianjutan untuk 12 standar

pelayanan

c. Agustus 2004 mendapat sertifikat sarana Kesehatan Pemeriksa

Kesehatan calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke Luar

negen

Pengbargaan yang telab dlperoleh :

a. Juara I1J Lomba RS Sayang Bayi & Puskesmas Tingkat Propinsi Jawa Barat,

III 1994

b. Juara 1ILomba RS Sayang bayi swasta Tingkat Propinsi Jawa Barat, th 1995

c. P2ASI" baby Friendly" dari WHO danUNICEF, tahun 1995

d. Penampilan Kinerja Terbaik Pertama Tingkat Nasionaltahun 1997 - 1999

e. Juara I Lomba RS sawsata tingkat Propinsi Jawa Barat

f Penampilan Kinerja Terbaik ketiga Tingkat Nasional rahun 2000

g. Juara I Lomba RSD Berprestasi tingkat Kota Bandung, tahun 2003

h. Peringkar I Lomba Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan antar Rumah Sakit

Tingkat Kotamadya Bandung, tahun 2004

C. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada Rumah Sakit Swasta di Bandung

1. Pelaksanaan Fungs! Sosial pada Rumah SakitAJ Islam Bandung

Berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada pimpinanRSAI, Diketahui

bahwa Pimpinan RSAI mengetahui bahwa RS Swasta mempunvai kewajiban untuk:

melaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial RS Swasta merupakan bagian dan tanggung

jawab setiap RS Swasta. Namun tidak disebutkan peraturan yang berkaitan dengan hal

tersebut di atas. Fungsi sosial yang dilakukan di RSAl adalah
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a Disediakannya dan digunakannya sejumJah tertentu dari tempat tidur untuk

perawatan kelas III / kelas rendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu

c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan bagi

masyarakat yang tidak: rnarnpu, dan

d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempersyarafkan uang muka

tetapi mengutamakan pelayanan.

e. lmunisasi

RSAI jib mernbebaskan atau memberikan kerinagan biaya bagi pasien yang

kurang I tidak mampu selalu mencatat dan melaporkannya dalam administrasi RSAI.

RSp.-I menyediakan ternpat tidur kelas III I kelas terendah yang disediakan untuk

masyarakat kurang mampu I tidak mampu sebanyak 12 %. Penentuan pola rarif dan

tarif pelayanan kelas III I kelas terendah di RSAI serta jumlah tempar tidur yang

tersedia bagi pasien yang kurang I tidak rnarnpu ditetapkan oJeh manajemen RSAI dan

menginformasiknanya secara tertulis kepada masyarakat yang dapat dilihat oleh

masyarakat eli setiap unit pelayanan. RSAI pemah rnendapatkan penghargaan dari

pemerintah atas pelaksanaan fungsi sosial di RSAI.

RSAI aktif m el akukan kerjasama dengan Puskesmas secara periodik setiap tahun

dan juga dengan roman sakit lain. Dalam hal RSAI tidak dapat membenlcan

pelayanan karena keterbatasen alar I fasilitas, RSAl rnernjuk pasien ke Rumah Sakit

lainnya.

Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupi kebutuhan operasionai Rumah

Sakit, RSAI memperoleh dana dari beberapa sumber, yaitu dari tarif pelayanan

kesehatan yang dipungut dari pasien, dan dari' bantuan kredit bank. Hingga-saat ini

RSAI ridakmendapat subsisi dari pemeriotah.

2. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada Rumah Sakit Muhammadiyah Dandung

Pirupinan RS Muhammadiyah mengetahui bahwa RS Swasta

mempurryai kcwajiban untuk. melaksanakan fimgsi sosial. Fungsi sosial RS Swasta

merupakan bagian dan tanggung jawab setiap RS Swasta. Namun pimpinan RS tidak

menyebutkan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Fungsi sosial yang

dilakukan di RS adalah

a Disediakannya dan digunakannya sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk

perawatan kelas III Ikelas rendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bag! masyarakat yang tidak marupn
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RS Muhammadiyah menyediakan tempat tidur kelas III / kelas terendah yang

disediakan untuk masyarakat kurang mampu / tidak mampu sebanyak 23 %.

Penentuan pola tarif dan tarif pelayanan kelas III / kelas tereudah serta jumlah

tempat tidur yang tersedia bagi pasien yang kurang I tidak mampu diterapkan oleh

pimpinan RS Muhammadiyah. RS Mnhammadiyah kadang-kadang membebaskan

alan memberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak tau kurang

mampu dan mencatatnya serta membuat laporan mengenai hal ini.

RS Muhammadiyah selalu mengadakan kerjasama dengan Puskesmas untuk

meJaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial. Narnun hal ini

tidal dilaksankan secara periodik.

Berkenaan dengan besamya tarif layanan, RS Muhammadiyah selalu memberikan

infonnasi secara tertuJis keapada masyarakat melalui loket penerimaan pasien rawat

inap.

RS Muhammadiyah belum pemah mendapatkan penghargaan atas

dilaksanakannya fungsi sosial ill RS Muhammadiyah.RS Muhammadiyah dalam

melaksanakan pemeriksaan ( tindakan medik ) selalu menggunakan alat-alat yang

berteknologi modem sesuai dengan kebntuhan pasien. Dalam hal RS tidak dapat

memberikan pelayanan, RS tidak sering merujuk pasien ke Rwnah Sakit Iainnya.

Kalanpun merujuk ke RS Jain, hal ini dilakukan jika alat dan fasilitas RS tidak

memadai.

Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupi kebutuhan operasional Rumah

Sakit, RS Muhammadiyah memperoleh dana dari tarif pelayanan kesehatan yang

dipungut dari pasien. Hingga saat Ini RSAI tidak mendapet subsist dari pemerintah.

3. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada Rumah Sakit Kebonjati Bandung

Berkaitan dengan fungsi sosial RS, Pimpinan RSKebonjati

mengetahui bahwa RS Swasta rncmpunyai kcwajiban untuk mclaksanakan

fungsi sosial. Fungsi sosial RS Swasta merupakan bagian dan tanggung jawab setiap

RS Swasta. Seperti halnya Pirnpman RSAI dan RS Muhammadiyyah Namun

pimpinan RS Kebonjati tidak rnenyebutkan peraturan.yang berkaitan dengan hal
tersebut di alas. Fungsi sosial yang dilakukan di RS Kebonjati adalah

a. Disediakannya dan digunakannya sejumlah tertentu dari tempat tidur untuk

perawatan kelas HI I kelas rendah.
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b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak maropu

c. Pelayanan gawat darurat dalam 24jam tanpa mensyaratkan nang muka tetapi

menguatamakan pelayanan.

d. Pelayanan Kfs.Imunisasi, Perbaikan gizi.

RS kebonjati menyediakan tempat tidur ke!as IJI I kelas tercndah untuk

masyarakat kurang mampu I tidak mampu sebanyak 25 %. Penentuan poJa tarif dan

tarifpelayanan kelas III Ikelas tcrcndah serta jumlah tempat tidur yang tersedia bagi

pasien yang kurang I tidak mampu ditetapkan oleh pimpinan RS. Penentuan tarif

disesuaikan dengan ketentuan kepala Dinas Kesehatan. RS sering membebaskan atau

memberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak tau huang

mampu dan mencatatnya serta membuat laporan mengenai hal irri.

. 'RS Kebonjati selalu mengadakan kerjasama dcngan Puskesmas untuk

melaksanakan kegiatan dalam rangka rnclaksanakan fungsi sosial. Hal ini

dilaksankan secara periodik.

Berkenaan dengan besamya tarif layanan, RS Kebonjati tidak memberikan

informasi secara tertulis keapada masyarakat. Namun memberikan infonnasi secara

lisan melalui petugas infonnasi dan loket penerimaan pasien rawat inap.

RS Kebonjati belum pcmah mendapatkan penghargaan atas dilaksanakannya

fungsi sosial di RS Kebonjati . Dalam melaksanakan pemeriksaan ( tindakan medik )

se!aln menggunakan alat-alat yang berteknologi modem sesuai dengan kebutuhan

pasien. Dalam hal RS tidak dapat memberikan pelayanan, RS tidak sering merujuk

pasien ke Rumah Sakit lainnya. Kalaupun merujuk ke RS lain, hal ini dilakukan jika

alat dan fasilitas RS tidak memadai.

Berkaitan dengan sutnber dana untuk menutupi kebutuban operasional Rumah

Sakit, RS Kebonjan memperoleh dana deri tarif pelayanan keseharan yang dipungut

dan pasien dan basil usaha sendiri Hingga saar ini RS Kebonjati tidak mendapat

subsisi dari pemerintah.

4. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada AMe Hospital Bandung

Bersaitan dengan fungsi sosial RS, Pimpinan RS mengetahui bahwa RS

Swasta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial. Fungsi sosial RS

Swasta merupakan bagian dan tanggung jawab seriap RS Swasta. Pimpinan RS

menyebntkan hahwa peraturan mengenai fungsi sosial Rumah Sakit Swasta terdapar
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dalam Pennenkes RI No. 159 blMenke&'Perlllll998. Fungsi sosial yang dilalcukan di

AMC Hospital adalah

a. Disediakannya dan digunakannya sejumlah tertentu dan tempat tidur untuk

perawatan kelas III / kelas rendah.

AA1C Hospital menyediakan tempat tidur kelas III I kelas terendah untuk

masyarakat kurang mampu I tidak mampn sebanyak 50 %. Penentuan poJa tarif dan

tarif pelayanan kelas III / kelas terendah serta jumlah temper tidur yang terscdia bagi

pasien yang kurang / tidak mampu ditetapkan oleh pimpinan RS. RS kadang-kadang

membebaskan atau memberikan keringanan biaya pelayanan kesehatan bagi pasien

tidak tau kurang mampu dan mencatatnya serta membuat laporan mengenai hal ini.

RS selalu mengadakan kerjasama deugan Puskesmas untuk melaksanakan

kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi sosiaL Namun hal ini tidak dilaksankan

secaraperiodik

Berkenaan dengan besamya tarif layanan., RS tidak memberikan infcrmasi secara

tertulis keapada masyarakat. Namun memberikan informasi secara lisan melalui

petugas informasi dan Ioket pembayaran.

RS belurn pemah mendapatkan penghargaan alas dilaksanakannya fimgsi sosial

di AMC Hospital. Dalam melaksanakan pemeriksaan (tindakan medik) tidak selalu

menggunakan alat-alat yang berteknologi modem. Dalam bal RS tidak dapat

meruberikan pelayanan, RS tidak sering merujuk pasien ke Rumah Sakit lainnya

Kalaupun merujuk ke RS lain, hal ini dilakukan jika alai dan fasilitas RS tidak

memadai.

Berkaitan dengan sumber dana untuk menutupi kebutuhan operasional Rumah

Sakit, RS memperoleh dana dari hasil usaha sendiri yaitu melalui konsorsium dan

swadana. Hingga saat ini RS AMC tidak mendapat subsist dari pemerintah.

5. Pelaksanaan Fungsi Sosial pada RS SI Bor-romeus Bandung

Berkairan dengan fungsi sosial RS. Pimpinan RS St Borromeus

mengetahui bahwa RS Swasta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan

fungsi sosial. Fungsi sosial RS Swasta merupakan bagian dan tanggung jawab setiap

RS Swasta. Pimpinan RS St. Bcrromeus menyebutkan peraturan yang berkaitan

dengan hal tersebut di alas terdapat dalam Permenkes No. 378/MenkesIPerN/1993.

Fungsi sosial yang dilakukan di RS St. Borromeus adaiah
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a Disediakannya dan digunakannya sejmnlah tertentu dan tcmpat tidur untuk:

perawalan kelas III /kelas rendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi rnasyarakat yang tidak mampu

secara kasuistik.

c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang rnernberikan keringanan bagi

masyarakat yang kurang mampu,

d. Pelayanan gawat darurar dalam 24 jam tanpa mensyaratkan uang muka tetapi

rnenguatamakan pelayenan

e. Lain-lain, melalui kajian oleh tim pasien bermasalah.

RS St Borrom~ menyediakan tempat tidur kelas III / kelas terendah untuk

masyarakat kurang mampu I tidak mampu scbanyak 28 %. Penentuan pola tar-if dan

tarif pe1ayanan kelas III I kelas terendah serta jumlah ternpat tidur yang tersedia bagi

pasien yang kurang I tidak mampu diterapkan oleh pimpinan RS. Pcnentnan tarif

ditentukan pimpinan RS. RS sering membebaskan atau memberikan keringanan

biaya pelayanan kesehatan bagi pasien tidak atau kurang mampu dan rnencatatnya

serta metnbuat Iaporan mengenai hal ini.

RS St. Borromeus selalu mengadakan kerjasama dengan Puskeemas untuk

rnelaksanakan kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi sosial. Hal JIll

dilaksanakan secara periodik.

Berkenaan dengan besamya tarif leyanan, RS SL Borromeus meroberikan

informasi secara tertu1is kepada masyarakat yang berkunjnng ke RS melalui Ioket

penerimaan pasien rawat inap dan Ioket penerimaan pasien gawat darurat,

RS St. Borromeus pemah mendapetkan penghargaan alas dilaksanakannya

fungsi sosial di RS St. Borromeus. Dalam melaksanakan pemeriksaen ( tindakan

medik ) jib diperlukan dokter akan menggunakan alat-alat yang berteknologi modern

sesuai dengan kebutuhan pasien. Dalam hal RS ridak dapat rnemberikan pelayanan,

RS tidek sering merujuk pasiea ke Rurnah Sakit Iair...ya. Kalaupun merujuk ke RS

lain, hal ini dilakukan jika alat dan tasilitas RS tidak memadai.

Berkaitan dengan sumter dana untuk menutupi kebutuhan operasional Rumah

Sakit, RS St, Borromeus memperoleh dana dan tarif peJayanan kesehatan yang

dipungut dari pasien dan kredit bank. Hingga saat ini RS St. Borrorneus tidak

mendapat subsisi dari pemerintah.

Dan uraian di atas maka pelaksanaan fungsi sosiel di ernpat Rumah sakit Swasta

di Bandung dapat dibuat tabulasi sebagai berikut :
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I. Pengetahuan Pimpiuan Rumah Sakit bahwa Rumah Saki, Swasta mempunyai

kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial :

Rumah Sakit T Tahu Tidak talru

RSAI Islam V

RS Muhamaddiyah I V

RS Kebonjati V

AMC Hospital V
-

St. Borromeus V

2. Pengetahuan Pimpinan Rumah Sakit tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial pada

Rnmahs Sakit Swasta merupakan bagian dari dan tanggungjawab Rumah Sakit

Swasta :
,

Rumah Saki! Tahu T'idak tahu

RS AI Islam V
.

RS Muhamaddiyah V

RS Kebonjati V

AMC Hospital V

-St, Borromeus V
~

3. Pengetahuan Pimpinan Rurnah Sakit bahwa Peraturan tentang Kewajiban RS

"Swasta Melaksenakan Fungsi sosial terdepat dalam Permenkes No

378flVUEI'KJESIPER!\T/1993

I Rumah sakit Tahu Tidak tahu

I
I RS AI IsLam V

~s Muhamaddiyah V

! RS Kcbonjati V

AMC Hospital V

RS St Borromeus V

4. Bentuk bentuk: pelaksanan Fungsi Sosial eli Rumah Sakit Swasta

Rumahsoot RS Al RS RS AMC RS St

Islam Muhammadi ~ebOnja(i Hospital Borromeus ]
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ym
Menyediakaa Tcmpat lidur V V V V V

Ke\ao; IIlIkeJ3S =Jdah

Pembebasaa maya pelayanan. v V v v

"""""" bagi -""'")"<l~ lidat =pu

A",",. pcngat\Yan "'" V V

pel:ly.m1ln y.mg rnembcr1kan

kmngMlMl b:.Lr) masy=kai

Ipng ritWo: mampl~ <bn

Pcl~}'arulrl gawat darurat V V .'
dol= 24 j~ tanpa

memperiiyaralbn U3JI,!l m1A:a

tctapi mengtrlmmlbn

p:layman

Pclayanan KB V V V

Imunisasi V V V

Perbaiken Gizi V V v
Lain- lain V V

5. Proscntase penyediaan tempat tidur kelas III/kelas rendah

IRumah sakit %

I12 %RS ftl Islam

IRS Muhamaddiyah 23,1%

RS Kebonjati 25%

AMC Hospital 50%

RS Sl Borromeus
1

28
%

6. PenentuanTarifPelayanan

IRumah sakit Penentu j
RS AI Islam Pimpinan Rumah Sakit

RSMuhamaddiyah Pimpinan Rumah Sakit

RS Kebonjati Pimpinan Rumah Sakit

AMC Hospital Pimpinan Rumah Sakit

RSSt. Borromeus Pimpinan Rumah Sakit
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7. Pembebasan biaya pe1ayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu

Rumah sakit lawaban

RS AI Islam Selalu

RS Muhamaddiyah Kcdang- kadang

RS Kebonjati Sering

AMC Hospital Kadang-kadang

RS S1. Borromeus Sering

x.Pelaporan pembebasan biaya pelayanan keschatan bagi masyarakat yang tidak

marnpu

Rurnah sakit Jawaban

RS Al Islam Ya

RS Muhamaddiyah Ya

RS Kebonjati Ya

AMC Hospital Ya

RS St. BOll omeus Ya

9. Kerjasama dengan Puskesmas

Rumah sakit Jawaban I

RS AI Islam Ya

RS Muhamaddiyah Ya

RS Kebonjati Ya

AMC Hospital Ya

RS St. Borromens Ya

10. Pemberian infonnasi secara tertuIis kepada masyarakat tentang tarif

pelayanan bagi masyarakar tidak mampu

=.-.=;::::::- /Jawabau Ya

I

Rumah sakit

. RS AI Islam
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RS Muhamaddiyah Ya

RS Kebonjatt Tidak

AMC Hospital Tidak

RS St. Borromeus Ya

1L Perolehan penghargaanatas pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit

Rumahsakit lawaban

RS AI Islam Pcmah

RS Muhamaddiyah Belum pernah

RS Kebonjati Tidak mengisi

AMC Hospital Belum pernah I,
RS St. Borromeus Pemah

12. Sumber dana operasional

Rumah Sakit RS AI Islam RS RS Kebonjati AMC Hospital RS St
Muhammadi Borromeus
y,,"

TarirPdayanan Kesebaten v v V V

K<edith1nk V V

Konsom= V

Svr.idana v

13. Perolehan subsidi dari pemerintah

Rumah sakit lawaban

RS AIIslam TidakPemah

RS Muhamaddiyah Tidak Pemah

RS Kebonjati Tidak Pemah

I AMC Hospital TidakPemah

IRS 5t Borromeus TidakPemah
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BABIV
ANALISA PELAKSANAAN FliNGSI SOSIAL

RUMAHSAKITSWASTA DIKOTA BANDUNG

A.Kehijakan Pemeritah dalam Mengatur Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah

SaldtSwas ta

Departemen Kesehatan lawn Baret sejak era Otonomi Daerah, Kantor Wilayah

( Kanwil ) Depkes dengan Dinas Kesehatan ( Dinas Keseharan ) Propinsi J awa Barat

dilebur sehingga menjadi Departemen Kesehatan Propinsi lawn Barat. Hal ini

dilakukanjuga di daerah tingkat II (kola atau kabupaten ).

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi sosial Rumah

.sakit, termasuk Rumah sakit swasta dilakukan oleh Direktur Jenderal Pelayanan

Medik, sedangkan Departemen Kesehatan RI. Depkes Propinsi melaksanakan fungsi

monitoring dan evaluasi. Hingga saar ini Depkes tidak menetapkan kriteria tentang

bentuk pelayanan dan sarana! fasilltas minimal yang hams dipenuhi untuk memenuhi

pelayanan kelas III dan kelas tereudah. Hal ini ditetapkan oleh masmg- masing

Rumah sakit, sehfngga mungkin terjadi perbedaan fasilitas dan pelayanao antara

Rumah sakit yang sam dengan Rumah sakit yang lain. Demikian halnya dengan

besaran tarif pelayanan kelas III ! kelas terendah hal lui ditetapkan oleh pimpinan

Rumah sakit Depkes Jawa Barat hanya melekukan monitoring dan evaluasi.

Kerentuan yeng dijadikan panduan untuk melaksanakan fungsi sosial Rumah

sakit swasta adalah Pennenkes No. 290lMenkesIPerlXIII1986 dan Kepurusan Dirjen

Yanmed No. Hk.OO.06.3.5.5797/1998. Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta

dilaporkan melalui SIRS, yaitu Sistcm Informasi Rumah Sakit Rcncana dan

pelaksaoaan -fungsi sosial Rumah Sakit Swasta merupakan salah sam persyaratan

untuk mendapatkan ijin operasional Rumah sakit

Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan perungkatan kuaJitas pelayanan

Rumah sakit, pemerintah melaksanakan akrcditssrAkrcditasl ini dilaksanakan oleh

Komite Akreditasi Nasional ( K.ARS ) yang dilekukan tiap tiga tahun sekali.

Berkaitan dengan butir - butir penilaian Alcreditasi berdasarkan Pedoman Survei

Akreditasi tahun 2002,diketahui bahwa instrumen akreditasi terdiri dan instrumen 5 (

lima ) pelayanan, yaituAdmirristrasi dan Manajemen, Pelayanan Medik, Gawat

Darurat, Pelayanan Keperawatan, dan Rekam Medik.
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Berikutnya Insrumen lairmya 7 ( tujuh ) pelayanan, yaitu pelayanan Farrnasi,

K3. Radiologi, Laboratorium, Kamar Dperasi, Pengendalian Iufeksi di RS, dan

Perinatal Resiko tinggi. Selanjutnya Instrumen 4 ( empat } pelayanan lanjutan, yaitu

Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Darah, Pelayanan Gizi, dan Pelayanan

Intensif Instrumen akreditasi tersebut, ternyata tidak memuat butir yang merupakan

penilaian terhadap pelaksanaan fungsi sosial Rumah sakit. Dengan demikian

pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasta kurang mendaparkan perhatian dengan

semestinya.

Ramah sakit yang rnelaksanakan fungsi sosial mendapatkan penghargaan berkairan

dengan pelaksenaan fungsi sosial, tidak mendapatkan reward. dan pemerintah.

Penghargaan yang selama ini direrima oleh - Rurnah Sakit Swasta diberikan oleh

institusi atau organisasi yang concern dalam mengamatai pelaksanan fungsi sosiaJ

Rumah sakit Swasta.

Perhatian pemerintah dilaksanakan dengan mcmbcrikan bantuan kepada Rumah

sakit berupa bantuan tempat tidur bagi pasien kelas JIJ dan arau yang terendah. Bentuk

sanksi yang diberkan oleh Depkes terhadap Rurnah sakit yang tidak melakdanakan

fungsi sosial adalah teguran kepada pimpinan Rumah sakit.

B. Pelaksanaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta di KOt3 F:H~ri"ng

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Rumah Sakit Swasta di kota Bandung yang

menjadi responden umumnya 60 % berbadan hukum Yayasan,20 % dikelola oleh

organisasi rnasyarakat dan 20 % berbadan hukum Perseroan Terbatas. Yayasan dan

organisasi masyarakat memliki tujuan sosial, bukan kornersial. Hal ini terlihat dari

tabel dibawah ini. Sesuai dengan Undang-undang Yayasan, tujuan yayasan adalah

untuk kepentingan sosial, bukan untuk kepentingan kornersial. HaJ in! berbeda dengan

bentuk baden hukum Perserccn Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai badan usaha

memuliki empat unsur, yaitnkegiatannya dilakukan terus menerus, terang-terangan,

bergerak di bidang tertentu, dan bertujuan mencari keuntungan.

Masa beroperasi I



i
I
,

I

I,
I,

RSAI Yeyasan ( Islam ) RSUUtama 10 - 20 tahun .~

RS Muhammadiyah Organisasi ( Islam) RSU Swasta > 20 tahtm

Madya
..

RS Kcbonjati Yayasau RSU Swasta > 20 tahun

Madya

RS AMC Hospital PT RSU Swasta < 5 tahun

Pratama

RS St. Borromeus Yayasan RSU Utema > 20 tehun

Berkairan dengan sum her dana yang dipcroleh Ruman Sakit untuk rnembiayai

kebutuhan 'opcrasional, umumnya Rurnah Sakit mengandelkan dan tarif pelayanan

kesehatan ( 80 %) dan hanya sam Rumah Sakit (20 %)yang tidak mengandalkan dari

tarif pelavanan kesehatan sebagai snmber biaya operasional. Sumbe- Iainnya berupa

", -upaya pengelola mcncari kredit dan bank (40 %) atau melakukan swadana (20 %) >

dan mengharapkan dan konsorsiurn (20 %). Hal ini rampak dan tabel dibawah ini ..

Dengan melihat data ini dapat dihhat pula bahwa pengcIola rumah sakit urnumnya

telah melakukan upaya - upaya unruk mencari suber lain unruk mrmmuhi biaya

opcrasional Rumah Sakit. .,

. ~~. ----
Rurnah Sakit RSAI RS RS AMC RS. Sf.

Muhammadivah Keboniati Hoscital Borromeus
Tarif V V V
Pelayanan

L~~ehatan ~~

Kredit Bank V V
Konsorsium V
Swadana V

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang no. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

mcnetapkan bahwa "upaya kesehatan adalah setiap kegiatan unruk memelihara dan

meningkatkan kesehatan yang 4il<Jkukan olea pemcrintah dan I atau masyarakat".

Dengan demikian masalah kesehatan masyarakat adalah. tanggung jawab pemerintah

dan masyarakat. Bentuk tanggung jawab ini tclah dilaksanakan oleh Rumah Sakit

Swasta dengan memberikan peleyanan kepada roasyarakat behkan taopa subsidi dari

pemerintah. Hal ini terlihat dari tabel dibawah ini yang menunjukkan bahwa 100 %

Rumah Sakit yang menjadi responden tidak menerima subsidi dan pemerintah,
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RumahSakit Jawaban
RSAI Tidak

RS Muhammadivah Tidak

RS Keboniati Tidak
AMCHospital Tidak
RS StBorromeus Tidak ]

Pelaksanaan Fungsi Rumah Sakit Swasta di kola Bandung

Pasal2 Pennenkes R1 TIU. 378 Tahun 1993 mengatur mengenai bentuk-bentuk fungsi
sosial, sebagai berikut :
(1). Pelaksanaan fimgsi sosial rumah sakit swasta yang wajib dilaksanakan meliputi :

a. Disediakannyadan digunakannya sejumlah tertenru dai tempat tidur untuk
perawatan kelas Ill/kelas terendah.

b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu
c. -adanya pengaturan tarif pelayanan yang memberikan keringanan -bagi

masyarakat
yangkurang mampu

d. pelayanan gawat darurat dalam 24 jam ranpa mempcrsyaratkan uang muka,
tempi mengutamakan pelayanan
e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program-program pemerintah
dalam bidang kesehatan
f. keikutsertaan dalam penanggulangan bencana alam nasional maupun lokal dan
melakukan bakti sosial sejalan dengan misi kemanusiaannya.

(2) Disamping fungsi sosial sebagaimana dirnaksud ayat (1), nnnah sakit swasta dapat
mengernbangkan fimgsi sosialnya yang meliputi :

a. Mengembangkan pelayanan dasar diluar rumah sakit bagi masyarakat yang
kurang / tidak mampu

b. Menyeienggarakan pendidikan dan atau pelatihan renaga rumah sakit
c. Pelayanan kesehatan lain yang diutamakan untuk meningkatkan derajat

kes~h~tan masyarakat.

Bentuk bentuk pelaksanaan fungsi sosial di Rumah Sakit Swasts di Kota Bandung
adalah :

Rumah Sakit IRSAI RSMuham RS AMC RS
madiyah Kebonja Hospit St

ti at BOlTO

meus
Menyediekan tempat tidur kelas I1l1kelas V V V V V
rendah
Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi V V V V
mas -arekar yang tidak mamou
Adanya pengaruran tarif pelayanan yang V
mcmberikan keringanan bagi masyarakat yang
tidal': rr.:unpu, dan
Pctayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa V V V
mempersyaraikan uan, muka tetapi
mecutamakan oelavanan i
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PdayananKB v v v

lmunisasi V V V

Perbaikanzizi v v V
Lain lain v V

I

Dari data diatas diketahui bahwa pada umumnya Rumah Sakit Swasta di kota

Bandung telah melal.sanakan fungsi sosial rumah sakit swasta sesuai dengan Pasal 2

Permenkes RI no. 378 Tahu 1993, walaupun belum semua rumah sakit

melaksanakannya.

Prosentase penyediaan tempat tidur keIas Ill/kelas rendah dapat dilihar tabel berikut :

Rumah Sakit Prosentase
~

RSAI (RSW Islam) 12%
RS Muhammadiyah 23,1 %
RS Keboniati 25%
AMC Hospital .

50%
Borromeus 28% J

Menurut ketentuan PasaJ 3 Permenkes RI No '. 378 Tahun 1993, penentuan jumlah

dan tersedianya tempat ndur kelas IlIlkelas rendah untuk masyarakat kurang

mampu/tidak mampu adalah :

a. Rumah Sakit Swasta yang dimiliki yayasan, perhimpunan, perkumpulan sosial
dan rurnah sakit BUMN yang melayani pasien umum, minimal 25 %

b. Rumah sakit swasta yang dimiliki pemilik modal, minimal 10%

Dengan meJihat ketentuan diatas, umumnya rumah sakit yang menjadi responden

telah rnelaKsanakan kerentuan diatas, umumnya RS yang menjadi responden telah

melaksanakan ketentuan diatas, yaitu 80 % RS rnenyediakan tempat tidur kelas

IIIlkelas rendah untuk masyarakat kurang mampuJtidak rnampu adalah diatas 25 %.

Hanya 20 % respond en yang menyediakan ternpat tidur kelas IIIlkelas terendah untuk

masyarakat kurang mampu/tidak mampu adalah dibawah 25 %.

Selain menyediakantempat tidur kclas UIlkelas terendah untuk masyarakat kurang

mampuJtidak mampu, responden umunya (l00 %) roemberikan pembebasan biaya

pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Hal ini sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan daIam pasal 2 Perrnenkes RI no. 378 tahun 1993

[Ruamh Sakit ~ lawaban
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RSAI(RSW Islam) Selalu
RS Muhammadiyah Kadang-Kadang
RS Keboniati Serino

~Hospital Kadang-kadang
IRS StBorromeus =:J Sering

Berkaitan dengan tarif pelayanan bagi rnasyarakat tidak mampn, 100 %
reponden memberikan informasi ini kepada masyarakat, namun tidak semua RS
(40%) memberikan informasi secara tertulis.

Rumah Sakit 11awaban I
RSAI (RSlAllslam) Ya
RS Muhammadivah rYa
RS Kebonjati Tidak .
AMC Hospital Tidak

==1RS St. Borromeus Ya

Informasi yangtidak tertulis diberikan oleh petugas pada unit-unit pelayanan
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BAB V

PENUfUP

A. Simpulan

l . Kebijakan tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta dibuat oleh

Direktorat Pelayanan Medis Departernen Kesehatan Rl melalui peraturan 

peraturan yang dikeluarkannya. Depkes Propinsi Jawa Barat hanya melakukan

fungsi monitoring dan Evaluasi ( Monev ). Pemerinrah tidak memberikan reward

kepada RS Swasta yang nrelaksanakan fungsi sosial Rumah Sakit Rumah Sakit

Swasta yang tidak melaksanakan fungsi sosial diberikan dalam bentuk teguran.

Pelaksanaan Fungsi Sosial Rumah sakit Swasta juga tidak menjadi instrumen

Akreditasi Rumah Sakit Swasta.

2. Umumnya Rumah sakit swasta di kola Bandung telah melaksanakan fungsi sosial

rumah sakit sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Pennenkes RI No. 378 tahun 1993 ,

yaitu menyediakan sejumlah tertentu tempat tidur untuk perawatan kelas IIIlkelas

terendah, pembebasan biaya pelayauan kesehatan bagi masyarakat yang tidak

mampu, pengaturan tarif'pelayanan yang memberikan keringanan bagi masyarakat

yang kurang mampu, dan pelayanan darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan

uang muka, tetapi mengutamakan pelayanan. Namun rnasih ada Rumah Sakit

Umum Swasta yang menyediakan tempat ridur kelas III I kelas rendah di bawah

yang ditentukan.

B. Saran

1. Walaupun secara umum Rumah Sakit Urnum Swasta di Kota Bandung te1ah

melaksanakan fungsi sosial, narnun pimpinan Rumah sakit tidak mengetahui

peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Oleh karena itu diperlukan

sosialisasi kepada pimpinan dan karyawan Rumah Soot Swastii tentang Peraturan

Perundang-undangan yang mengarur tentang fungsi sestet Rumah Sakit Swasta.

2. Masih adanya Rumah Soot Umum Swasta yang tidak menyediakan tempat tidur

untuk rawat inap bagi pesien kelas III I terendah di bawah ketentuan yang

ditetapkan hams mendapatkan perhatian dari pemeriutah, baik berupa teguran,
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meupun peringatan, agar Rumah sakit tersebut melaksanakan ketentuan yang

berlaku.

3. Pemerintah tidak menetapkan standar fasilitas dan pelayanan untuk perawatan

kelas III / tcrendah menyebabkan fasilitas dan pelayanan di setiap rumah sakit

berbeda. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah menetapkan standar minimal

fasilitas dan pelayanan tempat tidur kelas Ill! terendah.

4. Agar Permenkes Rl No. 378 tehun 1993 tentang Fungsi Sosial Rumah sakit Swasta

menjadi efektif sebaiknya Pelaksanaan fungsi sosial Rumah Sakit Swasra

dirnasukan menjadi instrumen akreditasi.
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rz. 5-/T·l

KUISIONER FUNGSI SOSIAL RUMAR SAKIT UMUM SWASTA
UNTUK fiMPINAN RUMAH SAK!T

Petunjuk:

Bapak I Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah mi yang sesuai
dengan pendapat Bapak I Ibu dengan memberi tanda silang (X) pernyataan yang paling
tepat I sesuai.

A. IDENTITAS RUMAR SAKIT

1. 13entuk badan hukum Rurnah Sakit :
-£. Yayasan
h. BUMN
c. Perseroan Terbatas

2. , Rumah Sakit ini berada di bawah I menginduk peda .
~ Organisasi

b. Instansi
c. ........................•............_..

3. Sudah berapa lama Rumah Sakit ini beroperasi ?
a. < 5 tahun
b. 5 -10 tahun
;... 10 - 20 tahun
d > 20 tahun

4. Klasifikasi Rumah Sa kit yung Bapak I lbu pimpin menurut Permcnkes No 860
BiSKiXII/J987 Tentang KJasifikasi RS Swasta, adalah :
~ RSLi Swasta Pertama
b. RSL' Swasta Madyar- RSC [Itarna

B. Pertanyaan untuk menjawab Identifikasi Masalah No 2 : Ten tang Kebijakn n
Rumah Sakit Swasta dalam melaksanakan fungsi sosial dan komcrslal

1. Menurut Bapak fIbu apakah fungsi sosial Rumah Sakit Swasta mcrupakan oagian
dari tanggungjawab setiap Rumah Sakit Swasta?

f. ya
b. bukad
c. lain-lain, sebutkan .

2. Di dalam peratumn pcrundang-undang manakah Bapak ! Ibu dapa: menemukan
pengaturan mengenai fungsi sosial RS Swasta?

a. Perrnenkes RI No. 159blMenkesfPernIfJ998
b. Permenkes No.378lMenkesIPerfVi1993



3. Fungsi Sosial Rumah Sakit Swasta yang bagaimanakah yang telah dilakukan di
Rumah Sakit yar.g Bapak lIbu pimpin? (Dapat memilih lebth dati satu jawaban)

a. disediakannya dan digunakannya sejumlah tertcntu dari tempat tidur untuk
petawatan kclas IIIIkelas terendah.

_b. Pembebasan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak
marnpu.

c. Adanya pengaturan tarif pelayanan yang -nernbcrikan keringanan bag!
masyarakat yang kurang mampu,

d. Pelayanan gawat darurat dalam 24 jam tanpa mempersyaratkan uang muka
tetapi mengutamakan pelayanan.

p¢.. Lain-lam, sebutkan.... cr I le. ~ ~ d
4. Berapa persen tempat tidur kelas III! kelas terendah untuk masyarakat yang

kurang mampultidak mampu, yang telah disediakan rumah sakit Bapak ! Ibu ?
a. 25%
b. 10%
c. 50%
d. Lain-lain. Sebutkart... ).?-..~~

5., Apakan penentuan pola tarif di rurnah sakit Bapak . Ibu sudah sesuai dengan
a. ketetapan Menkes
b. Ketetapan Dinkes
~ Oitetapkan sendiri cleh Kebijakan Rumah Sakit.

6. Besaran tarif pelayanan kelas lll/kelas terendah di rumah saku Bapak lbu
mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh:

a. Kepala Kanwil Depkes
b. Kepala Dinkes
c. Memeri Kesehatan
~ Ditetapkan sendiri berdasarkan kebijakan rumah sakit

7. Selain fungsi sosial RS Swasta yang tersebut di Jl,~S, pelayanan kc-chatan lainnva
yang diselenggarakan oleh RS Bapak I Ibu : .Dapat merrulih lcbih dar i satu
iawabaa)

a. Pelayanan KB
It... lmunisasi
'c. Perbaikan gizi
d. Lain-lain, sebutkan... __

S. Apakah RS Bapak I Ibu membebaskan atau member! keringanan biaya pelayanan
kesehatan bagi pasien kurang/tidak mampu ·1

a. sermg
.J;I: selalu
c. kadang-kadang
d. lain-lain, sebutkan ..

9. Apakah ketika mernbebaskan/ member] keringanan biaya pada pasien yang
kurangl tidak marnpu RS Bapak ' lbu mencatat dan rnembuat laponmnya?

'K Ya
b. Tidal
c. Lain-rain, sebutkan .



10. Apakah RS Bapak I Tbu selalu melaksanakan kegiatan yang bekerjasama dengan

puskesmas?
f. ya
b. tidak

11. Apakah kegiatan yang bekerjasama dengan puskesmas djlaksanakan secara
periodic satu tahun seka1i?

;;( ya
b. tidak
c. lain-lain, sebutkan.

12. Apakah RS Bapak f Ibu selalu menginformasikan secara lertulis kepada
masyarakat mengenai besaran tarif pelayanan, kemarnpuan pelayanan, serta
jumlah tempat tidur yang masih tersedia bagi masyarakat yang kurang/ tidal
mampu setiap harinya?

1-- ya
b. tidak

13. Dengan cara apakah RS menginformasikan mengenai hal-hal yang bcrkaitan
dengan no. 14. (Dapat mernilih lebih dad satu jawaban)

a. loket informasi RS
b. Loket penerimaan pasien rawat inap
c. Loket penerimaan pasien gawat darurat
d. Loket pembayaran
}X Lain-Iain , sebutkan....f.':l:.~~""""'----· ·~·<"':.r F"'V"~v--,

14. Pemahkah RS Bapak / Tbu mendapatkan penghargaan atas dilaksanaknnnva
fungsi sosiaI RS?

;).. ya
b. tidak

15. Apakah dalam utelaksanakan pcrneriksaan (tindakan rnedik) dokter sclalu
rnenggunakan alat-alat y<lng berteknologi modern?

tt( va" .b. tidak
c. lain-lain, sebutkan...

16. Apakah RS Bapak.' Ibu s~ring merujuk pasco kc RS lainnya?
a. va

')1- tidak
17. Apakah alasan RS Bapak f lbu rnerujuk pasien ke rumah sakit lain? (Dapat

memilih Iebih dan satu jawaban)
~: keterbatasan tasilitas di RS.
b. Berdasarkan pertimbangan medis. pasien dalam keadaan gawat darurat
c. Pasien tidal, mau rnembayar uang muka biaya pelayanan
d. Lain-lain, sebutkan.. .

18. Bagairnanakah RS mendapatkan darla untuk n.enyediakan alar-alar mcdik,':
fasihtas dengan teknologi modem? (Dapat memilih lcbih dan satu javvaban)

f(.. kredit bank
b. tarif pelayanan kesebatan
c. bantuan luar negeri
d. donatur



.e. lain-lain, sebutkan, .
19. Bagaimanakah RS membiayai operasionalnya? (Dapat memilih lebih dari satu

jawaban)
. a. kredit bankt tarif pelayanan kes.ehatan

c. bantuan luar negen
d. donMm .
e. fain-lain, sebutkan .

20. Apakah RS yang Bapak I Ibnpirnpin rnendapat subsidi dari pemerintah.
a. ·ya
1- tidak

Keterangan ;
Apabila diijinkan rnohon.foto copy data (dokurnen) dibawah ini dilampirkan :

I. Sejarah berdirinya F umah Sakit .
6. Struktur Organisasi Ruman Sakit
7. Data pasien kurang I tidak rnampu yang mendapatkan keringanan ! dibebaskan

dari pembayaran biaya pelayanan kesehatan.
8. Data kegiatan pendukung pelaksanaan kegiatan fungsi sosia! rumah sakit
9. Data jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas
10. Data tarif pelayanan untuk tiap-tiap kelas _
11. Data pasien yang' dirujuk kerumah sakit lain dari rumah sakit bapak I ibu
12.Data pasien yang dirujuk dan rumah sakitlain kc rurnah sakit bapak / Tbu

Bandung, 23 Mei 2007

Tim penel itt
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~umah Saki! Muhammadlyah Bandung
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: 1Tempat Tldur, 1Lemari Pasen, Lemari Es
:465.000

:1 Kamar, 1TempatTidur, 1Lemari Pasien,
1Leman Es, TV, Telepon. KUISI Tun99u, AC
Ruangan, Sofa

: Rp. 250.000

: 1Kamar, 1Tempat Tdur, 1Lemar] Pasien. 1
Lemari Es, TV, Telepon, KLJ{si Tunggu, AC
Rllangan, Sofa

: Rp. 300.000

Tali!

leu
Fasilitas
Tanl

VIP ADEWI SART/KA
Pasllltas : 1Tempal Tldur, Lemar! Pest

Leman Es, TV, AG, Sofa
Makan, Water Healer.
1Set Kursi Kay"

Tanl : Rp. 400.000

II/SOLASl
Fasilitas

Tadf

Kelas IA
Fasilitas

. VO:..?cO_fW1 SARTIKA
Paslntas : 1 Temper Tldur, , Leman Pasien, Lemar; Es

TV, AC, Sofa, Telepon. Meja Makan, Wale,
Healer, Dispenser, '1 Set Kursl Kayu

Tar!! : Rp. 350.000

\:' . . .

: 1Kamar, 1Tempal Tidur, 1Leman Pasien,
Lemari Es, TV, Telcpon, KUfii Iarou, AC, Sola

:Rp. 275.000

: 1Kamar, 2Tempat Iidur, 2Lemari Pasien
TV, Fan Ruangan

: Rp. 175.000

: 1Karner, 3Tempat Tlour, 3Lernari Pasien
: Rp.125.000

: 1 Karner, 6 Tempal ncur, 6 Lemari Pasien
: Rp.. 55.00Q

Tarif

iiaMs ID
Fasllitas

Tarif

Kefas 18
Pasj'tas

Kelas i1E~

Fasilitas
Tarif

.
menyediakan pelovcnon rawat lnop bagi
pcslen yang rnernbutunkcn. tereecnc berbagol
pilihan ruang. rcwot Inap mulal darl RLJang
Super VIP sampai dengan ruang Kelas III

Ke'-a~_111 .
Fasilitas
"'Brit

lnstalasi Rawat lnap
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Pengantar dari Direktur

Bismillaahirro hmaanirrohiim, Alhamdulillaa h irobbil'aalamiin.
Allaahumma shalli 'alaaMuhammad wa 'alae aaliMuhammad,

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabara kaatuh.

Sehat bukan hanya terbebas dar! kelernahan dan sakit saja akan tetapi .
sehat yang meliputi jasrnani. rohani, dan sosial sehingga individu atau
keluarga tersebut dapat mengoptimalkan kemampuan yang ada pad a
dirinya. Memang "kesehatan" bukan segala-galanya, akan tetapi tanpa
kesehatan segala-galanya menjadi tidak punya arti (health is not every
thing, but everything is nothing without it). Oleh karena itu, kesehatan
tidak lagidipandangsebagai blaya. rnelainkap sebagal lnvestasi.

Sementara itu. rumah saklt tidak bisa lepas dar: fungsi sosial. Karenanya,
kesehatan sering menjadi pintu masuk (entry point) suatu maksud ter
tentu, secara terbuka atau terselubung, kepennngan mater! atau spiritual,
muJia atau naif, kepentingan idelogi atau agama, kepentingan individu
atau keornpok. Untuk Itulah. RSAI hadir untuk memenuhi kebutuhan
ummat akan rumah sakit yang profestonal tanpa mengesampingkan
nilai-nitai luh ur aqidah tslarniyah.

Kami berharap agar Company Profile ini dapat mernberikan gambaran
umum tentang RSAI Bandung kepada pars rekanan I rnltra kerja, investor,
donatur, masyarakat. dan pihak-pihaklarn yangmemerlukan.

Semoga Allah SWT sefalu member: ,)etunjuk, membimbing dan rneridhoi
setiap langkah karni. hanya kepada-Nya lah kami berserah diri. _.

Wassalaamu 'alaikum ·...-arahrnatullaahi wabarakaatuh.

Bandung, Ju!: 2005

dr, H. Rustama Natakusumah, 5p.OG.(K), MM.

Dir ektur



Profil Singkat RSAI

LOKASI RSAI .

lelak Rumah Sakil AI Islam (RSAI Bandung) berada
di Kola Bandungdengan posisi geografi 6 0

_ 550 lS,
1070 BT; 675-1.050m di alas laut; luas 167,85 km2.
Berlokasi di JI. Soekarno-Hatta No. 644 Kelurahan
Sekejati Kecamatan Margacinta Kota Bandung.

-'1:.

SEJARAH SINGKAT RSAI BANDUNG

Merupakan salah satu amal usaha Ibu-Ibu BKSWI
Jabar (Badan Kerja Sarna Wanita Islam Jawa
Barat) dengan membentuk Badan Hukum Yayasan
RS Islam BKSWI Jabar, dibanlu berbagai olhak
sehingga menjadi seperti sekarang.

Mulai dioperasionalkan 1 Agustus 1990/ saat
diresmikan luas bangunan masih sekitar 1.200 m',
hanya memiliki 28 tempat tidur. Kepercayaan
rnasyarakat dari tahun ke tahun terus meningkat,
baik masyarakat penyumbang maupun pasien,
dalam hal ln! terlihat dari surnbangan-sumbangan
yangterus mengabr dad masyarakat.

Tahun 1994 dibangun Gedung Firdaus maka
kapasitas IT'~r.ja,Ji 90 tempe! tidur, menyusul
kemudian dibangun Gedung Raudhoh ruang
perewatan VIP.



·c-__
~~:.~r.tt'~t-:'·
;.', - .: --':v.\:

,>
c,-.

.i- ,.

Dengan adanya bantuan pmjarnan dana dari Islamic
Development Bank (lOB) dan juga pada hakekatnya karena
adanya pertolongan dari Allah SWf. Alhamdulillah pada
t November 1997 RSAI telah memiliki gedung tambahan
berupa gedung perawatan 6 lantai yang diberi nama Gedung

Ibnu Sina, sehingga R~'AJ memiliki kapasitas
.275 tempat tidur. Pcngoperestannya secara
bertahap drsesuatkan dengan kunjungan
pasien dan kemampuan RSAL

Juli·.2002 sampai 23 Maret 2003 dilakukan
reriovasi Gedung Rawat Jalan terdiri dad 3
Iantai dengan dana sumbangan dart berbagai
pihak.

Di tahun 2003 RSAI telah memiliki Medical Check Up Centre,
dimana hampir seluruh kegiatan check up dilaksenakan di
tempat ini, c an Albamdulfflah pada tahun 2004 dilakukan
renovasi Gedung Unit Gawat Darurat yang diharapkan
rnembe.tkan pelayanan Y5.ng ceoat, tepat dan aman serta
kenyamanan bagi para pelangga«.
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Unggul berarti RSAf terkernuka dan berkualitas prima

Pengertian Islamidiantaranya ;
'. Secaratndividu maupun unit kerja sebagai pengejawantahan bahwa Islam itu:

"rahmatan liI'aalamiin" .
~ Secaraoperasional berpegang pada suratAl'Ashr:

"Beriman, beramal saleh, saling rnenasihati dalam kebenaran dan kesabaran".

Tujuan
,1. RSAI yang berstandar kualitas pelayanan tinggi dan merijadtkan kedekatan pada konsumen

sebagai prioritas utama
2. Total Quality Management sebag ai jiwa perusahaan da.arn m eningkatkan kinerja dan kualitas

secara berkelanjutan.
3. RS AI Islam Bandung mampu beradaptasi terhedac perubahan internal maupun eksternal

yang menuntut terbentuknya pola pikir dan srkap yang berbeda dari sebelumnya, sesua!
dengan visi, misi RS .6,j Islam Bandung sendiri

4. RS AI lclarn mempunyai straiegi yang 'epat pada tingkat perusahaan maupun tingkat
fungsional bagi peningkatan efektifitas dan eftsiensi dengan rnengadopsi prinslp-pnnstp
manajemen yang terbaru dan peman faatan peluang yang me mberlkan nilai tambah terbesar
bagi pencapalantujuan.

5. Setiap unit kerjasadar akan pendapatan danbiaya dengan tidak melupakan s.isi keadilannya,
6 jerciptanya perhatian yangproposionaJ terh. dap kebutuhan kaum dhuafa dan agniya dengan

tetapmemperhatikan sumberdaya yangdimiii~ic'ch ~umah Sakit Allslarn Bandung.
7. RSAI mempunyai sumber daya manusia yang unggul dengan kemampuan profestonallsrne

I tinggi dengan mernperhatlkan kode etikprofesinya
8. RSAI mempunyai karyawanyang loyal danmempunyai komitmen yang tinggi.
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Budaya Organisasi
RSAI adaiah sarana kam! untuk beramal dengan ikh\as
untuk mencari ridhaAllah SWT.
Kesungguhan. kejujuran, keramahan, loyantas. disiplin
dan movatif adatah karakter kami.
Meningka tka~(l profesionalisme adalah bagian hidu p kami.
Efektifitas dan eflsiensi selalu kami upayakan tanpa me
ninggalkan azas kemanusiaan.
Kepuasan konsumen adalah prioritas kami.
Berprasangka baik dan rnernuliakan orang lain edalah jiwa
kami,
Kesabaran. keterbukaan, ketauladanan dan' keadi\an
adalah watak kepernirnpinan kami.

- .Aanajeme n
- Pelayanan
- Pendidikan
- Penelitian
- Sistern tnformasl
- Marketing

05-SRIW JSI ,5-1120-A

Sasaran

fVlai(sudnya "Unggul dan rslami Dalarn Petayanan dan Pe
ngelolaan" secara kewilayahan ;

- Tahun2005 Bandung Raya
- Tahun 201 0 Jawa Barat
- Tahun 2015 Indonesia
'- Tah:..JI 2020 Asia

Dasa"- Opcrasional
A. OPTlMALl5ASI PENH3ERDAYA'\~!5UMGERDAYA

DASAR
- SumberDava Manusia
- Materia!
- Sister»
- Finansial

8_ OPTIMALISASI PILAR rUNGSION.l\L
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Struktur Organisasi

vavasao RS Islam BKSWI
Jaber

:::>IREKTUR

komite
Kep.! !

Komile
Medik

xc-ute
Kz-oh. \/.'AKIL DIREKTUR SPI

B. B:~ .wg. M-'-;;' ",c~.o

C. B:: <eperav-era-t ..., r
0 B:: S.stem lr-fo. L

1. lnst. Rawat Dcrurat

2. Inst. sedah Sentral

3. lnst. R<', ....at Jalan

fnst. Rawat lntensjf

c. lost. Obstetri &
Gine:':'ologi

, Inst. R.I & He

lost. -viak

s. Ins!. C:gi & Mulul

9. lost. Rehab. Medik

10. Insl. Lab

11.lnst. Radiologi

,....

._~-;

A.Oi; YJn. Medis

I. Bid. _;,;;istik

J. Bid. S"/,C:;

K. I"'" <eroham ... nr-
L l lnst J;~lalit

xccrdoaror
Bagian/5'....,F

Panilia-Panitia

Direksi RSAI

12. InsI. sarmas!

B. lost. Glz!

14. lost. 'l,-iCU
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Susunan I<epengurusan

1. Susunan pengur u s Bf(SWI Jabar Periode 2001-2006

Penasehat

Ketua Umum
Ketua J

Ketua II
Ket u a III
Sekretaris Umum
Sekretans I
Bendabara Umum
Bendahara I

Hj. Siti Rogayah Buchorie
Hj. Kurnia Yahya
Ora. Nan Rahminawati, M.Pd.
Hj. Atjeu Siti Barnasih Dachyat
Hj. Siti Aisyah Muttaqien
Dra. N. Hendarsyah AR.
Ora. Hj. Mutia Umar
Hj. Rosmita
Hj. Tuti Sudirjat
Hj. Anny Rosyida

2. Susunan Pengurus vayasen RS Islam BI(SWI Jabar Pe rl ode 2001~2006

BKswr Jawa Barat (Ex Officio Urisur Pengurus Harian)
1. Dra. Na.n Rahminawati. M.Pd.
2. Hj. Siti Rogayah Buchorie
3. Hj. Atjell S'ti Barnasih Oachyat
Hj. Slf AL;ya~ NlUttaqien
Ora. N. ~endarsyah AR.

Letjend. (Purn.) H. Achmao Tu tosuci-c
r~. H. Gartina Dendadipura. 51 I
Prof. DR. H]. Iati S. Joesron, 5E. MS.
Prof DR. Ir; H. Sandi A Sireg;lT, M.Arch
Lnden Berlian lkhwanti, SE
H]. Tuti Sudirjat

Badan Pengawas

Badan Pembina

Badan Pengurus
K e t u a
Ketua I
Ketua II
Ketua III
Sekretaris
Bendahara

Bidang Medis dan Perumahsaxitan :
dr. H. Ekih D. kombes.Pol. (Purn) Djajaprawira, SpB. FlnaCs

Penanggung Jawab Bidang xeorgarusastan :
Hj. Siti Rukoyah Kosidin, SH



3. Susunan Direk5; Rumah Sakit AI Islam Bandung Periode 2003-2008

jDlrektur
.2. Wakil Dircktur

dr.H Rustarna Natakusumah, Sp.OG (K), MM
. dr; H. Herry Setya Yudha, Sp.B. FlnaCS,MBA

4. Susunan Komi te Medik HSAIBandung. ,

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Anggota

5. Komite Keper-awatan

Masih datam taraf awal

6. Komite I<erohanian

Masih daiarn taraf awal

dr. H. Warko Kamadihardja, Sp.B,KBD.T
dr. H. Husi Husaeni. Sp.An
dr. Rokayah
SMFdan Panitia-Panitia

l.. "

dr. H. \'h'ko KamadihJrdja. Sp.3.KBD. T
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Sumber Daya Manusia

Dakter spesialis
- Penyakit Dalam 2 orang
-Ap a k 4 orang
- Bedah Umum '2 orang
- Bedah Orthopedi 1 orang
- Kebidanan & Kandungan : eorang
- Anestesi 2 orang
- Radiologi 1 orang
- Patologi Kllnik 1 O,3:1g

- Jantung 1 orang
- Syaraf 1 orang
-THT 1 orang
Dokte r gigi 3 orang

2 orang

1 orang
2 orang
5 orang
4 orang
4 orang
4 orang

8 orang
3 orang
2 orang
5 orang
3 orang
1 orang
3 orang
3 orang
9 orang

18 orang
2 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang

. .

& D3)

"10 orang
203 orang

3 orang
32 orang

248 orang
13 orang

277 orang

(Acoteker. Akuntan, Sarjan a Teknik,
Psiko!c.;, Sarj ana Sosial, petaksana
administrasi, dIU

- Akper
,A KG
- 5 P K
Jumlah
Bidan (01

, 5 1.

Dokter sp eslaf is
- Penyakit DaJam
- Bedah Digestive"
- Bedah Vaskuler
- Bedah Urnum
- nedah Thorax
- Bedaf Urologi
• Bedah Plastik
- Bedah Mulut
- A n 2 k
- Kebidanan
- Radio!ogi
- Rehab Medik
- Orthopedi
, THT
- Jantung

- Jantung/Cardiolog
- Ahli Gizj
- Anestesi
~ Patolocri Anatomic
~ Gig j

-Jiw3.

Dokter umum

5 orang
2 orang
5 orang

1~ orang
60rallg
2 orang
2 orang
4 orang
3 orang
5 orang
7 orang
4 orang
6 orang
~ orang
6 orang
3 orang
5 orang
3 orang

13 orang

14 orang

Dokter umum

Dol<ter umum

Dokter spesialis
- Penyakit Dalam
- Par u
- Bedah Digestive
, Bedah Orthopedi
, Bedah Syara!
, Bedah Anak
, Bedah Onkologi
- Bedah Umum
. Bedah Urologi
- Bedah Mulut & Gigi
- A n a k
- Kebidanan
- Penyakit Syaraf
- xulit & Kelamin
- Mat a
. T H r
- Radiologi
- Rehab Medik



Aktifitas Pelayanan

A. Rawat Jalan
sMF Umurn & Gigi

_KJinik Akupuntur
- Kiinik Gigi & Mulut
~ Klinik Umum lPKM
- Kfinik Urnurn

SMF"Medil<
- Klinik Anak

- KII'riik Penyakit Dabrn
- Klinik Gizl
- Klinik Jdfllung &
Pembuiuh Darah

~ Klinik Jlwa
- Klinik Kulit, KeJamin &

xosrnenk
- Klinlk Penyakit Paru
- Klinik Rehab Medik
- Klinik Syaraf
- Klinlk Tumbuh Kerr-bang

sMF Bcd ah

- Klinik Khitan
- Klinik Bedah Anak
-Klinik Bedah Digestive
- Klinik Mata
- Klinik Bedah Mulut

- Klinik Bedah Onkolog!
- Klinik Bedah Plastik
- Klinik Bedah Syaraf

- Klinik THT
- Klinik Bedah Tulang
-Klinik Bedah Urnum
- Kliruk Bedah Urologi
- Klinik Kebidanan &

Ka ndungan (BKIA & KB)

Lain-Lain
-Kons cttast Psikologi
-Konsultasi Kerohanian

B. Rawnt Inap
". Perav/atan kelas 1
-Perav.atan keJas 2
-Perav. atan kelas 3
-Perava tan VIP

C. Pelayanan 24 Jam
-Ambt.lance Gawat
Daru-at

-Ambc ance transportasl
. Kend,;. ....aan Jenazah
-Bank Darah
-Laboratorium
-Radio agi
-Farrnasi/Apotek
·HC!)
·ICU
~i'l)iCU

~0perc:si Elektif Cite &
One ,'J3.Y Surgery

-Persahaa n
-Ferma.ologl
- Unit Cawat Dannat
-Pemul.ssaraan Jenazch

Klinik Bee -j, lulang

D. Pelayanan Lain-lain
- H ernootalists
- Homecare

E. Medical Check Up

- Paket Standar
- Paket Eksekutif
- Pakct Khusus

F. Pembinaan k lub sehat

Klub Serum RSAI



Akreditasi & Penghargaan
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AKREDITASI

• November 1998
mendapat status AKREDITASI penuh untuk 5 standar
pelayanan

• Januari 2003
memperoleh AKREDITASI LANJUTAN untuk 12
standar pelayanan

• Agustus2004
mendapat SertifikatSarana Keseha tan Pemeriksa
Kesehatan Calon' Tenaga ~erja Indonesiayang akan
bekerja ke luar negert

PENGHARGAAN

• Juara III Lomba RS Sayang Bayi & Puskesmas Tingkat
Propinsi Jawa Barat, tahun 1994

• Juara II Lomba RS Sayang Bayi Swasta Tingkat
Propinsi Jawa Barat, tahun 1995

• P2ASI "Baby Friendly" dari WHO & UNICEF, tahun
1995

• Penampilan Kinerja Terbaik Pertama Tingkat Nasional
Tahun 1997
Iahun 1999

• Juara J Lomba RS Swasta tingkat Propinsi Jawa Barat,
tahun 1997

• Penampilan Kinerja Terbaik Ketiga Tingkat Naslonal,
tahun 2000 .

• Juara I Lomba RSU Berprestasi Tingkat Kota
Bartdung, tahun 2003

• Peringkat I Lomba Kebersihan dan Kesehatan
lingku~g2.!'"! Antar Rumah Sakit tingkat Kotamadya
Bandung, tahun 2004
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